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INTISARI 
Andi Muhammad Wahyu Arfansyah Bebasa, Nomor Pokok 
E12110111, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu 
Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan Judul 
“Peranan Pemerintah Kota Dalam Penataan Pedagang Urban di 
Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar”, dibawah Bimbingan 
Bapak Dr.H. Andi Samsu Alam, M.Si dan Ibu Dr. Hj. Nurlinah, M.Si 
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui upaya-upaya apa yang 
dilakukan oleh Pemerintah kota Makassar dan mengetahui faktor-
faktor apa saja yang mempengaruhi Pemerintah Kota Makassar  
dalam penataan pedagang urban di kecamatan tamalanrea kota 
Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara 
secara langsung di lokasi penelitian  dengan narasumber yang 
kompeten dan relevan, dengan topik yang diajukan secara tajam dan 
mendalam, serta memaparkan secara deskriptif berbagai hasil 
wawancara kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa langkah pemerintah kota 
Makassar dalam melakukan penataan pedagang urban di kecamatan 
tamalanrea kota Makassar, dapat dilihat dengan hadirnya program-
program pemerintah kota Makassar dalam hal penataan pedagang 
urban di kecamatan tamalanrea kota Makassar. Sebagian besar 
program-program pemerintah kota Makassar tersebut sudah 
tersosialisasi dengan baik namun partisipasi atau respon dari 
pedagang urban terlihat masih kurang, ini disebabkan oleh beberapa 
faktor, yang meliputi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor 
Kurangnya Koordinasi antara tiap instansi dan kurangnya fasilitas 
pendukung bagi petugas di lapangan menyebabkan sosialisasi 
program menjadi terhambat dan sangat lemahnya pengawasan 
dikawasan  yang boleh dan tidak di tempati untuk aktifitas berjualan 
bagi pedagang urban menjadi kendala internal, sedangkan faktor 
eksternal meliputi, faktor ekonomi dan kualitas sumber daya manusia, 
ini terbukti dengan semakin banyaknya Pedagang Urban yang datang 
berjualan di Kecamatan Tamalanrea dan masih banyaknya Pedagang 
Urban, yang belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan 
tentang pekerjaan lain. 
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ABSTRACT 
Andi Muhammad Wahyu Arfansyah Bebasa, Register Number 
E12110111, Government Science, Faculty of Social and Politic 
science, Hasanuddin University. Write a script entitled “City 
Government Contribution for Urban Seller organizing in 
Tamalanrea distric, Makassar” under guidance Mr. Dr. H. Andi 
Samsu Alam, M.Si. and Mrs. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si. 
This research objective is to know what Makassar’s Government 
efforts and what influence them in organizing urban trader in 
Tamalanrea distric of Makassar. It was done by direct interview in the 
research location with competent and relevan informant, deep topic, 
and descriptively show the interview results from many sources then 
analyze them. The result show that Makassar’s governments way to 
organize urban trader in Tamalanrea, Makassar, can be seen by the 
existence of their programs for organizing urban trader in Tamalanrea, 
Makassar. Most of the programs had been socialized well but the 
trader’s respond still in low level. It’s happen because of some factors 
that categorized in internal and external factors. The internal factor is 
there is no clear coordination between instanction and low facilities in 
the location makes the socialization of the program was blocked. 
Then, it’s because of the low control of the location that allowed and 
not allowed for the urban trader. Secondly, the external factor are 
economics and human resources abilities. It’s proven by there are 
many urban trader that had been in Tamalanrea, Makassar. They 
haven’t enough knowledge to do other jobs. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang  
Pembangunan adalah suatu proses perubahan dari sesuatu 
kondisi yang kurang baik kearah yang lebih baik atau 
pembangunan merupakan suatu proses perubahan dari suatu 
kondisi nasional ke kondisi nasional yang lain yang harus dinilai 
lebih baik dari keaadaan sebelumnya. pembangunan mengandung 
berbagai makna baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan budaya 
yang kesemuanya mengandung arti masing-masing.  
Begitu halnya juga pembangunan ditiap wilayah atau 
daerah, didalam wilayah kesatuan Negara republik Indonesia 
pembangunan dilaksanakan, secara terstruktur baik, dari pusat-
pusat kota sampai kepada daerah-daerah pedesaan yang 
semuanya bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat 
kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. 
Pembangunan tidak lain merupakan suatu proses perubahan 
yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan 
dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan hidup manusia  atau masyarakat suatu bangsa. Ini 
berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu 
keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu 
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kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional 
suatu bangsa. 
Pembangunan nasional yang dilaksanakan dewasa ini 
bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam usaha mencapai 
tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. 
Termasuk di dalamnya pembangunan Aparatur Negara yang 
terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga 
profesional sebagai pelaksana pembangunan. 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur pemerintah 
merupakan tulang punggung pemerintah dalam melaksanakan 
pembangunan nasional. Meskipun teknologi dewasa ini telah 
berkembang sangat besar sehingga menggeser dan menggantikan 
sebagian besar tugas-tugas manusia, namun faktor manusia masih 
sangat diperlukan. Betapapun canggihnya teknologi tidak akan 
berarti apa-apa tanpa dibarengi dengan kemampuan manusia 
untuk mengelolanya. 
Penyelenggaraan tugas pemerintahan sangat tergantung 
pada negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu 
unsurnya. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan atas Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, 
yang berbunyi : 
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“Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan 
pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan 
aparatur negara khususnya Pegawai Negeri. Karena itu, dalam 
rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni 
mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, 
berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral 
tinggi diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur 
aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang 
harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata 
kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan 
kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”1. 
 
Dalam pengertian ini, berarti unsur manusia akan berkurang 
apabila tidak disertai dengan ketaatan pada peraturan atau 
prosedur aturan permainan yang berlangsung dalam sebuah 
organisasi atau pemerintahan. Dengan perkataan lain diperlukan 
adanya disiplin dan manajemen kinerja yang tinggi agar manusia 
benar-benar berfungsi sebagai kekuatan pembangun. 
Penyelenggaraan pembangunan yang baik dalam setiap 
daerah juga tidak lepas dari kinerja para pegawai negeri sipil, 
semakin baik kinerja  pegawai negeri sipil disetiap daerah maka 
pembangunan di daerah tersebut akan semakin maju dan 
berkembang, dimana kinerja  di definisikan sebagai catatan 
mengenai out come yang dihasilkan dari suatu aktivitas tertentu, 
selama kurun waktu tertentu pula (performance   is  defined  as  the  
record   of outcomes produced on a  
 
___________________ 
1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 
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specific job function or activity during a specific time period)2. 
Begitupun halnya dalam bidang pembanguan ekonomi 
kemasyarakatan,  masyarakat juga diharapkan ikut berpartisipasi 
dalam pembangunan kota/daerah melalui lembaga-lembaga sosial 
ekonomi kemasyrakatan, dan berusaha untuk meningkatkan derajat 
kehidupan masyarakat seperti halnya di kota Makassar khususnya 
di Kecamatan Tamalanrea dengan semakin banyaknya 
pertumbuhan gerakan ekonomi kemasyarakatan, di berbagai sudut 
kehidupan masyarakat seperti halnya dalam bidang usaha, 
khususnya pedagang urban atau pedagang kaki lima (PKL) atau 
sektor informal, 
Namun masalah pedagang urban sendiri, tidak kunjung 
selesai di setiap daerah di indonesia khususnya di Kecamatan 
Tamalanrea Kota Makassar. Permasalahan ini muncul setiap tahun 
dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam 
pelaksanaannya. Keberadaan pedagang urban kerap dianggap 
ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi 
kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, 
keindahan dan kerapihan kota atau kita kenal dengan istilah 3K. 
Oleh karena itu Pedagang Urban seringkali menjadi target utama 
kebijakan – kebijakan pemerintah kota, seperti penggusuran. 
___________________ 
2 Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi birokrasi dan manajemen 
pegawai negeri sipil,(Bandung, PT.Rafika Aditama,2007).hlm.260. 
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Sebagaiamana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 10 Tahun 1990  Tentang Pembinaan Pedagang 
Kaki Lima Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang  
yang dijelaskan  pada  Bab II tentang pengaturan tempat usaha 
(Pasal 2 dan Pasal 3):  
Pasal 2 
1. Kepala Daerah menentukan/mengatur tempat pelataran yang 
dapat dipergunakan oleh para pedagang kaki lima secara 
kelompok maupun perorangan sebagai tempat berdagang/usaha; 
2. Dilarang berdagang/berusaha dibagian jalan, trotoar dan tempat-
tempat umum lainya diluar ketentuan dimaksud pada ayat (1) 
pasal ini. 
 
Pasal 3 
1. Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat 
berdagang/berusaha dimaksud pada pasal 2 ayat (1) ,harus 
mendapat izin dari Kepala Daerah; 
2. Setiap pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 
ini bertanggung jawab terhadap kebersihan, kesehatan, 
keindahan, keamanan/ketertiban dan kerapian disekitar tempat 
tersebut; 
3. Pada tempat-tempat berdagang/ berusaha yang telah diberi izin 
tidak boleh didirikan bangunan permanen/tetap3. 
 
Adapun titik  atau ruas jalan yang dijadikan tempat berjualan 
dan berdagang para pedagang urban di kecamatan tamalanrea, 
yang dirincikan pada setiap kelurahan: (Kelurahan Tamalanrea) 
Pintu 1 Unhas, Depan   Kantor  Dinas  pendidikan   dan  
kebudayaan  Provinsi  Sulsel, Sekitar  jalan  Masuk RS. Wahidin 
sudirohusodo, (Kelurahan Tamalanrea  Jaya): sepanjang   jalan   
perintis   kemerdekaan  (Depan Pasar Mode, Depan  Top Mode,  
___________________ 
3 peraturan daerah kota makassar nomor 10 tahun 1990  tentang pembinaan pedagang 
kaki lima dalam kotamadya daerah tingkat II ujung pandang  yang dijelaskan  pada  bab II 
tentang pengaturan tempat usaha (pasal 2 dan pasal 3). 
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Depan  M’ Tos), (Kelurahan Tamalanrea): Sepanjang Jalan Poros 
Raya BTP, Depan Universitas Cokroaminoto Makassar, Pintu 2 
Unhas, Depan Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Depan Kantor 
Camat Tamalanrea, (kelurahan Bira) : Jalan Lantebung, Sekitar 
Jalan Tol Ir. Sutami, Jalan Bontojai, Jalan Bontobira, (Kelurahan 
Parangloe) : sepanjang ruas Jalan Tol Ir. Sutami, (Kelurahan 
Kapasa) : Jalan kapasa Raya, Sekitar ruas jalan Kawasan Industri 
Makassar (KIMA).   
Oleh karena itu aparat Pemerintah Kota Makassar dibantu 
dengan aparat pemerintah kecamatan tamalanrea Kota Makassar 
serta Dinas-dinas/instansi terkait, dalam melakukan penataan 
pedagang urban yang berada dalam wilayah Kecamatan 
Tamalanrea di harapkan agar tetap berpedoman pada undang-
undang yang berlaku dan sudah diatur dalam Peraturan Daerah 
nomor 10 tahun 1990 tentang pembinaan pedagang kaki lima di 
Kota Makassar dan Keputusan Walikota Makassar Nomor 20 
Tahun 2004 tentang prosedur tetap (PROTAP) penertiban 
bangunan dan pembinaan pedagang sector informal (PKL) dalam 
wilayah Kota Makassar . 
 Adapun pengertian dari Pedagang urban adalah Istilah baru 
untuk para pedagang kaki lima yang berasal dari desa atau daerah 
satu kedaerah yang lain, atau para pedagang kaki lima yang 
berasal dari wilayah yang sama (provinsi, kabupaten/kota), tetapi 
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mencari tempat berjualan yang baru, diwilayah yang sama 
(provinsi, kabupaten/kota), khusus bagi para pedagang kaki lima 
ini, adalah para pedagang kaki lima yang terkena dampak 
penggusuran atau relokasi di suatu daerah/tempat yang sama 
(provinsi, kabupaten/kota), sehingga mencari tempat yang baru dan 
layak untuk berjualan disuatu daerah/tempat yang sama (provinsi, 
kabupaten/kota) pula. 
Berdasarkan hal tersebut penting untuk diketahui peranan 
dan upaya pemerintah kota Makassar dalam penataan pedagang 
urban di kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, Oleh karena itu 
penulis atau peneliti sangat tertarik untuk meneliti dan membahas, 
dengan judul:  
“Peranan Pemerintah Kota Dalam Penataan Pedagang Urban di 
Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar”. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Memperhatikan latar belakang di atas, maka yang menjadi 
pokok bahasan dalam proposal ini adalah peranan pemerintah kota 
dalam penataan pedagang urban di Kecamatan Tamalanrea Kota 
Makassar, dalam membahas dan mengkaji lebih lanjut, maka 
dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah upaya pemerintah kota dalam penataan 
pedagang urban di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar ? 
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi upaya  
pemerintah kota dalam penataan pedagang urban di 
Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar ? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui upaya pemerintah kota dalam penataan 
pedagang urban di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi upaya 
pemerintah kota dalam penataan pedagang urban di 
Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. 
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1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang diharapkan dalam pelaksanaan 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan dalam pengembangan 
ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian Ilmu 
Pemerintahan. 
2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi bahan masukan atau evaluasi bagi pemerintah kota 
Makassar dalam penataan pedagang urban di Kecamatan 
Tamalanrea Kota Makassar. 
3. Dari segi metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan 
memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan 
dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang 
mengkaji peranan  pemerintah kota dalam penataan 
pedagang urban.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Peranan Pemerintah 
2.1.1. Peranan 
 Peranan berasal dari kata peran yang berarti sesuatu yang 
menjadi bagian pemerintah atau memegang pimpinan yang 
terutama4. Peranan atau role juga diartikan sebagai suatu kelakuan 
yang diharapakan dari oknum dalam antar hubungan sosisl tertentu 
yang berhubungan dengan status sosial tertentu5.  
 Sebagaimana, juga dikemukakan oleh soerjono soekamto, 
peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan tertentu (status) 
apabila seseorang melaksanakan hak-hak tertentu serta 
berkewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan 
peranannya6.  
 Peranan menurut levinson sebagaimana dikutip oleh soerjono 
soekamto, sebagai berikut:  
 
“peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu 
yang penting bagi struktur sosial masyarkat, peranan meliputinorma-norma 
yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam 
masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-
peraturan yang membimbing seseorang dalm kehidupan 
kemasyarakatan”7.  
 
 
_____________________ 
4W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 
1985), hlm. 735  
5Mayor Palan, Sosiologi (Suatu Pengantar Tingkah), (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1979), hlm. 19  
6Drs.Soeryono Soekamto, MA, Teori Sosiologi (Tentang Pribadi Masyarakat), (Jakarta: 
Ghalia Indonesia, 1982) 
7Soeryono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm. 238 
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a. Pemerintah kota 
Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi 
atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas 
daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, 
daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan 
daerah yang diatur dengan undang-undang. 
Dalam undang-undang otonomi daerah nomor 32 tahun 
2004 tentang pemerintahan daerah pada pasal 1 ayat 2 di sebutkan 
bahwa, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan oleh 
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan denga prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan dijelaskan pula pada pasal 1 ayat 3 bahwa, 
pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah12. 
 
 ______________________ 
8 undang-undang otonomi daerah nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 
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b. Pemerintah Kecamatan 
Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di 
Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas 
desa-desa atau kelurahan-kelurahan9. Dalam undang-undang 
otonomi daerah nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan 
daerah, pada pasal 126 dijelaskan bahwa, kecamatan dipimpin 
oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperolah 
pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk 
menangani sebagian urusan otonomi daerah10. Dijelaskan  dalam 
Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan 
atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat 
daerah kabupaten/kota11. 
Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah 
kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang 
mempunyai   wilayah    kerja     tertentu   dan    dipimpin   oleh   
camat.  
Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada  
wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota.  
_______________ 
9  http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan (definisi kecamatan) 
10 undang-undang otonomi daerah nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 
11 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan 
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Penghapusan kecamatan adalah pencabutan status  sebagai  
kecamatan di  wilayah kabupaten/kota.Penggabungan kecamatan 
adalah penyatuan kecamatan yang dihapus kepada kecamatan 
lain. 
Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kecamatan 
merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten 
atau Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin 
oleh seorang Camat.   
c. Kedudukan dan susunan organisasi kecamatan 
Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota 
sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah 
kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Sedangkan Camat 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali 
kota melalui sekretaris daerah. 
               Organisasi kecamatan dipimpin oleh (1) satu camat, 1 
(satu) sekretaris (kecamatan), paling banyak 5 (lima) seksi yang 
masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) kepala seksi, dan sekretariat 
membawahkan paling banyak 3 (tiga) sub bagian yang masing-
masing dikepalai oleh 1 (satu) kepala sub bagian12. 
 
___________________ 
12 Op,cit. 
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Dalam, peraturan daerah kota makassar nomor 29 tahun 
2005 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja 
kecamatan dalam daerah kota makassar dijelaskan mengenai 
Tugas Pokok dan Fungsi kecamatan13, 
1. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk 
menangani sebagian urusan otonomi daerah; 
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) , Kecamatan menyelenggara fungsi : 
a) penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, 
pembangunan, perekonomian, kesejahteraan sosial 
serta ketentraman dan ketertiban; 
b) pelaksanaan pembinaan pemerintahan kelurahan dan 
pelayanan administrasi publik; 
c) pelaksanaan pelayanan teknis administratif 
kesekretariatan. 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
 
13 peraturan daerah kota makassar nomor 29 tahun 2005 tentang pembentukan susunan 
organisasi dan tata kerja kecamatan dalam daerah kota Makassar 
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2.2. Kebijakan Pemerintah 
2.2.1. Istilah kebijakan  
 Kata Kebijakan berasal  dari bahasa inggris yaitu policy, 
Istilah kebijakan adalah sebuah system nilai kebijakan dan 
kebijaksanaan yang lahir dari kearifan actor atau lembaga yang 
bersangkutan. Selanjutnya tentang konsep kebijakan, secara 
konseptual sering dikonsepsikan dengan terminology 
“kebijaksanaan” sebagai konsep filsafat yang diterminologikan 
dengan “wisdom” yang berarti “cinta kebenaran”. Konsep 
“kebijaksanaan” diartikan sebagai suatu “pernyataan kehendak”; 
dalam bahasa politik diistilahkan sebagai “statement of intens” atau 
perumusan keinginan14. 
 Budiardjo (1972) merumuskan kebijaksanaan sebagai suatu 
kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau 
kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara 
unutk mencapai tujuan, sedangkan keputusan adalah membuat 
pilihan di antara bebrapa alternatif. Dalam kebijakan akan 
ditemukan sejumlah keputusan, dan setiap keputusan berada 
dalam proses pengambilan keputusan. Ketika sejumlah keputusan 
dikumpulkan maka hal itu akan terwujud sebagi suatu kebijakan.  
 
 
_________________________ 
14 Faried Ali  Dan A.Syamsu Alam, Studi Kebijakan Pemerintah, (Bandung, PT. Refika 
Aditama. 2011: 7).   
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 Perbedaan keduanya berada pada konteks operasional, 
yang pada hakikatnya mengandung arti yang sama yaitu adanya 
plihan sejumlah alternatif yang dirumuskan atau yang diambil15.  
2.2.2. Unsur dan Dimensi Kebijakan Pemerintah 
 Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan 
yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya 
(Negara, Masyarakat dalam berbagai status serta untuk 
kepentingan umum) baik itu dilakukan secara langsung mauapun 
secara tidak langsung yang tercermin pada pelbagai dimensi 
kehidupan public. Oleh karena itu kebijakan public sering disebut 
kebijakan publik.  
 Secara konseptual, kebijakan publik (Hogerwerf, 1983) 
adalah usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dengan 
sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Konsep ini 
memperlihatkan adanya kandungan 4 unsur pokok yaitu adanya: 
(1) Usaha, (2) Tujuan, (3) Sarana, dan (4) Waktu, serta kriteria 
yang harus dipenuhi yang terdiri dari: (1) Azas dan atau teori, (2) 
Norma hukum, dan (3) Tujuan yang diinginkan.  
1. Unsur usaha, dalam kebijakan adalah dimaksudkan bahwa 
kebijakan itu terjadi sebagai usaha yang dilakukan, usaha, 
bisa  
 
_________________________ 
15 Ibid, hlm.11. 
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dalam bentuk tindakan (kelakuan atau perilaku atau 
perbuatan) dan bisa dalam bentuk pemiiran seperti pendapat 
ataupun gagasan. 
2. Unsur tujuan, sangatlah penting sebab dengan menegaskan 
kehendak yang dinyatakan atas dasar pengaturan yang 
dilakukan oleh pemerintah membedakannya dengan tujuan 
yang dilakukan oleh pelaku-pelaku non pemerintah.  
3. Unsur sarana, begitu banyak hal yang harus 
dipertimbangkan antara lain, tentang besar atau luasnya 
sarana dibanding dengan tujuan yang dicapai. Jika sarana 
lebih besar ketimbang tujuan, hal itu memerlukan 
pertimbangan rasional. Hal yang menyangkut jenis sarana, 
seperti dalam pemerintahan umum dari yang terkecil hingga 
yang terbesar, dapat disebutkan seperti: subsidi, anggaran, 
perundang-undangan, partisipasi politik, hingga hal yang 
bersangkut paut dengan ketahanan seperti peperangan. 
4. Unsur waktu, dimaksudkan sebagai sesuatu keadaan yang 
berkenaan dengan jangka waktu pencapaian tujuan, 
penggunaan sarana dan kegiatan atau upaya yang 
dilakukan16. 
 
_________________________ 
16 Ibid, hlm.15. 
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 Selanjutnya ukuran-ukuran suatu kebijakan menurut 
Hoogerwerf (1983) terdiri dari 3 (tiga) ukuran, yaitu: 
1. Azas dan atau teori, Azas secara konseptual adalah 
aturan tingkah laku yang bersifat umum. Termasuk dalam 
ukuran azas adalah teori yaitu sesuatu yang dijadikan 
dasar dlam menjawab masalh yang akan diatasi oleh 
kebijakan. 
2. Norma hukum, dimkaksudkan setiap aturan ingkah laku 
yang secara khusus dapat dijadikan dasar 
dirumuskannya serta dilaksanakannya suatu kebijakan. 
3.  Tujuan akhir, hal ini harus dipertimbangkan adanya 
tujuan awal, tujuan jangka pendek, tujuan jangka 
menengah, dan ada tujuan jangka panjang. Tercapainya 
tujuan yang dikehendaki adalah disebabkan oleh salah 
satu sebab yang antara lain karena tersedianya atau 
terpenuhinya sarana yang dipergunakan atau sarana 
yang dibutuhkan17. 
2.2.3. Kebijakan Pemerintah dalam Lokus Kegiatan 
 Pada setiap kebijakan, apapun dimensinya sebagaimana 
kebijakan pemerintah, dalam kegiatannya yang berlangsung secara  
 
______________________ 
17 ibid, hlm.17. 
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kontinu yang diawali dari isu hingga munculnya isu baru, selalu 
berada dalam kegiatan dalam tiga lokus, yaitu: (1) Perumusan, (2) 
Implementasi, dan (3) Evaluasi18. 
1. Lokus perumusan, lokus ini menempatkan pemahaman 
terhadap kebijakan dari sisi perumusan baik itu dlam 
konteks system, proses maupun dari sisi analisa. 
2. Lokus implementasi, lokus implementasi kebijakan yang 
menempatkan kebijakan dalam pengaruh berbagai factor 
dalam rangka pelaksanaan kebijakan itu sendiri. 
3. Lokus evaluasi, evaluasi kebijakan yang menempatkan 
kebijakan dalam penilaian atas pelaksanaan dan akibatnya, 
memberi pemahaman bahwa ada model yang dpat 
dijadikan penilaian baik dalam pelaksanannya maupun 
akibatakibat yang akan terjadi. 
2.3. Permasalahan Pedagang Kaki Lima  
 Salah satu bentuk informal yang akan dikaji lebih lanjut 
adalah pedagang kaki lima (PKL), karena PKL di kategorikan 
sebagai jenis pekerjaan yang penting dan relative khas dalam 
sector informal, khususnya sebagai usaha kecil-kecilan yang 
kurang teratur. Pengungkapan definisi secara jelas dan baku 
tentang pedagang kaki lima memang belum ada meningat 
penelitian pada sector ini masih sedikit dllakukan. 
_________________________ 
18  Ibid. hlm.21. 
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 Adapun definisi dari pedagang kaki lima atau disingkat PKL 
adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang 
menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah 
kaki yang dipakai pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah 
dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya 
adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah 
pedagang kaki lima (PKL) juga digunakan untuk pedagang 
dijalanan pada umumnya.  
 Istilah pedagang kaki lima berasal dari masa penjajahan 
colonial belanda. Peraturan  pemerintah  waktu  itu menetapkan 
bahwa setiap jalan raya yang  dibangun hendaknya menyediakan 
sarana untuk pejalan kaki. Lebar luas untuk pejalan adalah lima 
kaki atau sekitar satu setengah meter19. 
 Sebagaimana yang diungkapkan oleh winardi, pedagang 
kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relative sedikit 
melaksanakan aktifitas produksi dalam arti luas (produksi barang, 
menjual barang dan menyelenggarakan jasa) untuk mememenuhi 
kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat usaha 
yang mana dilaksankan di tempat-tempat yang dianggap strategis 
 
 
_________________________________________ 
19 Faried Ali  Dan A.Syamsu Alam, Studi Kebijakan Pemerintah, (Bandung, PT. Refika 
Aditama. 2011). hlm.185.  
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dan ekonomis dalam suasana lingkungan yang informal20. 
Yan Pieter Karafir dalam Rachbini, menyebutkan bahwa 
pedagang kaki lima adalah pedagang kecil yang berjualan secara 
resmi di suatu tempat umum seperti ditepi jalan, taman-taman, 
emper took, dan pasar yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk 
itu21. 
Ada asumsi yang menyatakan bahwa istilah kaki lima di ambil dari 
pengertian di tepi jalan yang lebarnya lima kaki (5 feet). Tempat ini 
umumnya terletak ditrotoar, depan toko, dan tepi jalan. Sedangkan 
istilah PKL berasal dari orang yang berdagang yang menggelarkan 
barang   daganganya,   yang   cukup   menyediakan   tempat   
darurat, seperti bangku-bangku yang biasanya berkaki empat 
ditambah sepasang  kaki  pedagangnya   berjumlah  lima, sehingga 
dari  asumsi tersebut timbul julukan PKL.  
Terlepas  dari  asal – usul  nama  PKL    tersebut,   maka 
dapat  
disimpulkan bahwa pedagang kaki lima (PKL) adalah setiap orang 
yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh 
penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap, dengan 
kemampuan terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat 
konsumen, dan pada umumnya tidak memiliki ijin usaha. 
_________________________ 
20 Gilang Permadi, Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!, (Jakarta, PT. 
Yudhistira,2007).hlm.37 
  21 Op,cit 
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2.3.1. Karakterisktik Pedagang Kaki Lima (PKL) 
Mengenai karakteristik Pedagang Kaki Lima dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu: 
a. Karakteristik Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Cara 
Melakukan Kegiatan 
Menurut Jenny Ermawaty, Tunjung, Subekti (2005) 
berdasarkan cara melakukan kegiatannya , kegiatan Pedagang 
Kaki Lima dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu: 
1. Pedagang kaki lima menetap  
merupakan pola kegiatan PKL yang dalam tata cara 
pelaksanaan kegiatannya dilakukan dengan menetap pada 
suatu lokasi yang tertentu atau tetap. Kegiatan dalam 
kelompok ini mempunyai sifat yang hampir sama dengan 
tata cara yang dijumpai pada kegiatan perdagangan formal. 
dengan kata lain setiap konsumen yang membutuhkannya 
pelayanannya akan dating ke lokasi penjualan. 
2. Pedagang kaki lima berpindah  
merupakan bentuk kegiatan yang dalam tata cara 
pelaksanaan kegiatannya hanya akan menetap pada suatu 
waktu tertentu saja selama menurut mereka lokasi tersebut 
tetap menguntungkan. Begitu seterusnya, mereka akan 
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mencari tempat lain bila lokasi tersebut mulai dirasa sepi dari 
pembeli. 
3. Pedagang kaki lima berkeliling  
merupakan kegiatan PKL yang dalam tata cara pelaksanaan 
kegiatannya dilakukan dengan cara berkeliling. Pedagang 
kaki lima ini dalam melakukan kegiatannya selalu berusaha 
mendatangi konsumen untuk menawarkan barang atau jasa 
yang diperdagangkan. 
b. Karakteristik Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Sarana 
Jual Yang Dipergunakan: 
Menurut jenny ermawaty, tunjung, dan subekti (2005) di 
tinjau dari alat atau sarana yang dipakai, kegiatan Pedagang Kaki 
Lima dapat dibagi menjadi lima tipe dasar yaitu: 
1. Hamparan di pantai 
Merupakan kegiatan PKL yang mempergunakanalat jual 
seperti tikar, kain, plastic, mejadalam bentuk sederhana, 
bakul atau yang sejenis sebagai alas untuk menjajakan 
barang dagangannya. 
2. Pikulan 
Merupakan kegiatan PKL yang mempergunakan sebuah 
atau dua buah keranjang denagn cara dipikul. Kelompok 
kegiatan dengan sarana jual pikulan merupakan suatu 
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bentuk aktifitas perdagangan masih menunjukkan ciri-ciri 
tradisional. 
3. Meja  
Merupakan kegiatan PKL yang mempergunakan meja 
sebagai sarana penjualan penjualan barang yang 
diperdagangkan, pada kelompok yang menggunakan meja 
ada yang diberi pelengkap atap dan ada yang tidak beratap. 
Fungsi atap tersebut adalah untuk melindungi barang 
maupun pedagang itu sendiri dari cuaca panas, hujan, atau 
gangguan debu. 
4. Kios 
merupakan kegiatan perdagangan kaki lima yang 
mempergunakan kios sebagai sarana penjualannya.. Kios 
yang dipergunakan ada yang berupa kios permanen maupun 
kios semi permanen. 
5.  Kereta dorong  
merupakan kegiatan perdagangan kaki lima yang 
mempergunakan sebuah kereta dorong sebagai sarana 
perdagangannya. Penggunaan alat kereta dorong banyak 
dipakai oleh PKL yang memberikan kemudahan dalam 
menangkat barang dagangannya.  
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 Kemudian pengertian pedagang kaki lima yang diungkapkan 
oleh Faried Ali Dan A.Syamsu Alam, pedagang kaki lima adalah 
kegiatan sector marjinal (kecil-kecilan)22: 
1. Pola kegiatan tidak teratur baik dalam hal waktu, 
permodalan maupun penerimaannya. 
2. Tidak tersentuh oleh peraturan – peraturan atau 
ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah 
(sehingga kegiatannya sering dikategorikan “liar”). 
3. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya 
biasanya kecil dan diusahakan dasar hitung harian. 
4. Pendapatan mereka rendah dan tidak menentu. 
5. Tidak mempunyai tempat yang tetap dan atau keterikatan 
dengan usaha-usaha yang lain. 
6. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golonga 
masyarakat yang berpenghasilan rendah. 
7. Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus 
sehingga secara luas dapat menyerap bermacam-macam 
tingkatan tenaga kerja.  
 
_________________ 
22 Ibid.hlm.187 
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8. Umumnya tiap-tiap satuan usaha yang mempekerjakan 
tenaga yang sedikit dan dari lingkungan keluarga, 
kenalan atau berasal dari daerah yang sama. 
9. Tidak mengenal system perbankan, pembukuan, 
perkreditan, dan sebagainya. 
2.4. Pedagang Urban 
 Pedagang urban adalah istilah atau sebutan baru untuk para 
pedagang kaki lima yang berasal dari desa atau dari daerah satu 
kedaerah yang lain (Desa ke kota), atau para pedagang kaki lima 
yang berasal dari wilayah yang sama (provinsi, kabupaten/kota), 
tetapi mencari tempat berjualan yang baru, diwilayah yang sama 
(provinsi, kabupaten/kota), khusus bagi para pedagang kaki lima 
ini, adalah para pedagang kaki lima yang terkena dampak 
penggusuran atau relokasi di suatu daerah/tempat yang sama 
(provinsi, kabupaten/kota), sehingga mencari tempat yang baru dan 
layak untuk berjualan disuatu daerah/tempat yang sama (provinsi, 
kabupaten/kota) pula. 
2.3.3. Karakterisktik Pedagang Urban  
Mengenai karakteristik Pedagang urban dapat dibedakan 
menjadi dua, yaitu: 
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a. Karakteristik Pedagang Urban Berdasarkan Cara 
Melakukan Kegiatan 
1. Pedagang Urban Berpindah  
Merupakan bentuk kegiatan yang dalam tata cara 
pelaksanaan kegiatannya hanya akan menetap pada suatu 
waktu tertentu saja selama menurut mereka lokasi tersebut 
tetap menguntungkan. Begitu seterusnya, mereka akan 
mencari tempat lain bila lokasi tersebut mulai dirasa sepi dari 
pembeli. 
2. Pedagang Urban Berkeliling  
Merupakan kegiatan pedagang urban yang dalam tata cara 
pelaksanaan kegiatannya dilakukan dengan cara berkeliling. 
Pedagang urban ini dalam melakukan kegiatannya selalu 
berusaha mendatangi konsumen untuk menawarkan barang 
atau jasa yang diperdagangkan.  
3. Pedagang Urban Musiman 
Merupakan kegiatan pedagang urban yang dalam tata cara 
pelaksanaan kegiatannya dilakukan pada waktu-waktu 
tertentu (Musiman), Pedagang Urban ini biasa menjajakan 
barang dagangan/jasanya, dimana barang/jasanya pada 
waktu itu sangat menguntungkan.. 
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b. Karakteristik Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Sarana Jual 
Yang Dipergunakan: 
1. Menggunakan Kendaraan (Mobil Pribadi dan Mobil Sewa) 
Merupakan kegiatan pedagang urban yang menggunakan 
kendaraan sebagai tempat berjualannya, pedagang ini 
biasanya pedagang yang menjual bahan makanan, 
minuman, buah-buahan, pakaian, sepatu, arloji (Fashion), 
dan bahan material (Batu Gunung, Batu Merah, Kerikil, 
Pasir, dan Timbunan) adapun kendaraan yang dipakai oleh 
para pedagang yang menggunakan kendaraan sebagai 
tempat berjualannya, yaitu: mobil Pick Up, Truck, dan Mobil 
keluarga. 
2. Meja  
Merupakan kegiatan pedagang urban yang mempergunakan 
meja sebagai sarana penjualan penjualan barang yang 
diperdagangkan, pada kelompok yang menggunakan meja 
ada yang diberi pelengkap atap dan ada yang tidak beratap. 
Fungsi atap tersebut adalah untuk melindungi barang 
maupun pedagang itu sendiri dari cuaca panas, hujan, atau 
gangguan debu. 
3. Hamparan di Ruas Jalan / Pinggir Jalan 
Merupakan kegiatan pedagang urban yang 
mempergunakanalat jual seperti tikar, kain, plastic, 
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mejadalam bentuk sederhana, bakul atau yang sejenis 
sebagai alas untuk menjajakan barang dagangannya. 
2.5. Kerangka konsep 
Peranan pemerintah kota adalah upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah kota makassar sebagai keterlibatan dan keikutsertaan 
secara aktif dalam suatu pencapaian yang dilakukan oleh 
pemerintah kota itu sendiri, khususnya dalam penataan pedagang 
urban di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.  
Dimana diharapkan pemerintah kota Makassar dapat 
mengoptimalkan kinerja para aparatnya untuk penataan para 
pedagang urban yang berada dalam wilayah Kecamatan 
Tamalanrea, penataan yang dimaksudkan adalah menata letak 
atau tempat para pedagang kaki lima agar tidak mengganggu 
aktivitas umum para warga Kecamatan Tamalanrea atau orang-
orang yang ingin berkunjung ke Kecamatan Tamalanrea.  
Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam 
penataan pedagang urban di kecamatan tamalanrea secara tidak 
langsung juga, turut berperan dalam pembangunan  Aparatur 
Negara yang terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan 
tenaga profesional sebagai pelaksana pembangunan. 
Penyelenggaraan  tugas pemerintahan sangat tergantung 
pada kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada dalam satuan 
atau wilayah kerjanya. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan atas 
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Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian, yang berbunyi : 
“Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan 
pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan 
aparatur negara khususnya Pegawai Negeri. Karena itu, dalam 
rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni 
mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban 
modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi diperlukan 
Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang 
bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan 
pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan 
dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945”23. 
 
Tujuan pemerintah Kota Makassar dalam  penataan para 
pedagang urban di kecamatan tamalanrea agar para pedagang 
urban dapat berjualan ditempat yang aman dan bersih sehingga 
para penjual dapat menjajakan barang dagangannya dengan baik 
serta para pembeli atau konsumen dapat membeli barang atau jasa 
dengan nyaman, dan dapat mewujudkan kota Makassar dan 
khususnya Kecamatan Tamalanrea yang bersih, indah, dan 
nyaman. 
 
 
 
 
 
___________________ 
23 Op,cit 
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Dari penjelasan diatas skema penulisan dapat digambarkan dalam 
bagan sebagai berikut  : 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kebijakan 
Pemerintah Kota  
Dalam Penataan  
Pedagang Urban  
di Kecamatan 
Tamalanrea  
Kota Makassar 
 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upaya 
Pemerintah Kota Dalam Penataan 
Pedagang Urban Di Kecamatan 
Tamalanrea Kota Makassar :  
1. Faktor Ekonomi 
2. Faktor Kualitas Sumber Daya 
Manusia 
3. Faktor Koordinasi Dengan 
Instansi Terkait 
 
 
Upaya Pemerintah 
Kota Dalam 
Penataan Pedagang 
Urban Di 
Kecamatan 
Tamalanrea Kota 
Makassar 
Mewujudkan  
Kecamatan Tamalanrea  
Yang Bersih, Indah,  
Aman, dan Nyaman . 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Lokasi penelitian 
Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tamalanrea Kota 
Makassar  dengan pertimbangan bahwa untuk mengetahui upaya 
aparat pemerintah kota dalam penataan pedagang urban di 
kecamatan tamalanrea kota makassar, mengingat kondisi 
kecamatan tamalanrea yang setiap tahunnya mengalami 
peningkatan penduduk yang semakin terus bertambah, dan 
semakin banyaknya para urbanisasii yang datang untuk mencari 
pekerjaan di kota Makassar. 
3.2. Tipe dan dasar Penelitian 
Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe 
deskriptif. Tipe penelitian ini akan memberikan gambaran faktual 
mengenai  peranan dan upaya  pemerintah kota dalam penataan 
pedagang urban di kecamatan tamalanrea kota makassar. Menurut  
Robert C. Bogdan penelitian deskriptif adalah: 
“Bagaimana menggambarkan dengan menggunakan ilustrasi 
sebuah kondisi tertentu berdasarkan objek yang sedang diteliti, 
penelitian deskriptif merupakan bagian yang ada didalam 
penelitian kualitatif”24.  
 
              _________________ 
 
24 Robert C. Bogdan, transleter Alih bahasa Arief furchan dkk, Qualitative research for 
education an introduction to theory and methods, Surabaya: Usaha nasional, 1992,hlm. 30 
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Dasar penelitian yang menggunakan metode studi kasus 
(case study) yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisa 
suatu proses tertentu terkait focus penelitian ini sehingga dapat 
menemukan ruang lingkup tertentu.  
Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu 
social. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan 
pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan 
atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan 
cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, 
pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. 
Sebagai hasilnya akan diperoleh pemahaman yang mendalam 
tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi 
riset selanjutnya. Studii kasus dapat digunakan untuk menghasilkan 
dan menguji hipotesis. 
Studi kasus (case study) adalah suatu strategi riset, 
penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar 
kehidupan nyata. Strategi ini dapat menyertakan bukti kualitatif 
yang bersandar pada berbagai sumber dan perkembangan 
sebelumnya dari proposisi teoritis. Studi kasus dapat menggunakan 
bukti baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif25.  
_________________ 
25 Soejono dan abdurrahman. Metode penelitian, suatu pemikiran dan penerapan. Jakarta: 
Rieneka cipta, 1999, hlm. 22 
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Penelitian dengan subyek tunggal memberikan kerangka kerja 
statistic untuk membuat inferensi dari data studi kasus kuantitatif. 
3.3. Teknik Pengumpulan Data 
Data yang digunakan dalam rencana penelitian ini meliputi data 
primer dan data sekunder : 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 
asalnya,  data primer di peroleh melalui : 
a. Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian 
yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan 
dengan obyek penelitian. 
b. Interview atau wawancara mendalam (in dept interview) yaitu 
mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan 
untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang 
berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan 
penelitian.  
2. Data Sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang 
diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi. 
Adapun data skunder diperoleh melalui : 
a. Studi pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau 
buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah 
penelusuran data online, dengan pencarian data melalui 
fasilitas internet. 
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b. Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar 
inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang 
dilakukan. Menurut Arikunto, dokumentasi adalah mencari data 
mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, 
buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, 
agenda, dan sebagainya26. 
3.4. Informan Penelitian 
  Informan merupakan orang-orang yang memiliki 
pemahaman atau bahkan orang-orang yang juga pelaku yang 
terlibat langsung dalam peranan pemerintah kota dalam penataan 
pedagang urban dii kecamatan tamalanrea kota Makassar, Adapun 
yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :  
1. Walikota Makassar 
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
3. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Makassar  
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar 
5. Camat Tamalanrea 
6. Pedagang Urban di Wilayah Kecamatan Tamalanrea Kota 
Makassar = 6 orang 
7. Tokoh Masyarakat Kecamatan Tamalanrea 
 
 
 _________________ 
 
26 Ibid. hal. 32 
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3.5. Analisis Data 
  Dalam menganalisa data yang diperoleh, peneliti akan 
menggunakan teknik analisa kualitatif yakni data yang diperoleh 
akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun 
tertulis yang ditunjang dengan data kuantitatif dan kualitatif. Teknik 
ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematika fakta-fakta 
dan data-data yang diperoleh. Serta hasil-hasil penelitian baik dari 
hasil study lapang maupun study literature untuk kemudian 
memperjelas gambaran hasil penelitian, Robert C. Bogdan, 
menyatakan bahwa: 
 “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 
lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah 
dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang 
lain. Analisis data dapat dilakukan dengan mengorganisasikan 
data, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari 
serta membuat kesimpulan yang akan diceritakan kepada 
orang lain”27.  
 
 
3.6. Defenisi Konseptual 
  
  Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang 
berhubungan dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah 
dalam mencapai tujuan penelitian perlu disusun defenisi konseptual 
yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain: 
  
 
___________________ 
27 Ibid, hlm. 32 
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1. Peranan pemerintah kota yang dimaksud adalah upaya yang 
dilakukan oleh pemerintah kota Makassar dalam penataan 
pedagang urban di kecamatan tamalanrea kota Makassar. 
Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar 
antara lain, Penatan Pedagang Urban, melalui penetapan lokasi-
lokasi untuk melakukan aktifitas jual beli dengan memperhatikan 
kepentingan umum, sosial, ekonomi, kebersihan, ketertiban, 
kesehatan, keamanan, dan sesuai dengan Peraturan Daerah 
Nomor 10 tahun 1990 tentang pembinaan pedagang kaki lima di 
Kota Makassar dan Keputusan Walikota Makassar Nomor 20 
Tahun 2004 tentang prosedur tetap (PROTAP) penertiban 
bangunan dan pembinaan pedagang sector informal (PKL) 
dalam wilayah Kota Makassar .  Serta, Pembinaan Pedagang 
Urban, Melalui Kegiatan pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan 
Keterampilan Kerja. 
2. Faktor yang mempengaruhi, yang dimaksud dalam hal ini adalah 
Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya-upaya pemerintah kota 
dalam penataan pedagang urban di Kecamatan Tamalanrea 
Kota Makassar, antara lain, Faktor Ekonomi, Faktor Kualitas 
Sumber Daya Manusia, Faktor Koordinasi Dengan Instansi 
Terkait  dengan Penataan pedagang urban di kecamatan 
tamalanrea kota Makassar.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1. Profil Lokasi Penelitian 
4.1.1. Keadaan Geografis Kota Makassar  
  Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang 
terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi, dahulu disebut Ujung 
Pandang, yang terletak antara 119°24’17’38” Bujur Timur dan 
5°8’6’19” Lintang Selatan. 
- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros; 
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa; 
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros; 
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. 
Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di 
persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam 
propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah 
kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan 
Indonesia. 
Kota Makassar merupakan daerah pantai dengan ketinggian 
yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut yang datar 
dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara 
sungai yakni sungai. Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan 
sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota.  
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Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi 
geografis Makassar, memberi penjelasan bahwa secara geografis, 
Kota Makassar memang sangat strategis dilihat dari sisi 
kepentingan ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, Makassar 
menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien 
dibandingkan daerah lain. Memang selama ini kebijakan makro 
pemerintah yang seolah-olah menjadikan Surabaya sebagai home 
base pengelolaan produk-produk draft kawasan Timur Indonesia, 
membuat Makassar kurang dikembangkan secara optimal.  
Padahal dengan mengembangkan Makassar, otomatis akan 
sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan 
masyarakat di kawasan Timur Indonesia dan percepatan 
pembangunan. Dengan demikian, dilihat dari sisi letak dan kondisi 
geografis, Makassar memiliki keunggulan komparatif dibanding 
wilayah lain di kawasan Timur Indonesia. Saat ini Kota Makassar 
dijadikan inti pengembangan wilayah terpadu Mamminasata. 
4.1.2.  Luas Wilayah 
Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 
kecamatan dan memiliki 143 Kelurahan, 971 RW dan 4.789 RT. 
Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang 
berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, 
Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya. 
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Tabel 4.1 
Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi 
Kota Makassar 
No Kecamatan Luas (Km2) Persentase (%) 
1 
 
Mariso 
 
1,82 
 
1,04 
 
2 
 
Mamajang 
 
2,25 
 
1,28 
 
3 
 
Tamalate 
 
20,21 
 
11,52 
 
4 
 
Rappocini 
 
9,23 
 
5,26 
 
5 Makassar 
 
2,52 
 
1,44 
 
6 
 
Ujung Pandang 
 
2,63 
 
1,5 
 
7 
 
Wajo 
 
1,99 
 
1,13 
 
8 Bontoala 
 
2.10 
 
1,2 
 
9 
 
Ujung Tanah 
 
5.94 
 
3,38 
 
10 
 
Tallo 
 
5,83 
 
3,32 
 
11 Panakukang 
 
17.05 9,72 
12 Manggala 
 
24,14 
 
13,76 
 
13 
 
Biringkanaya 
 
48.22 
 
27,48 
 
14 
 
Tamalanrea 
 
31.84 
 
18,15 
 
               Jumlah 
 
175,75 
 
100% 
 
Sumber: BPS Kota Makassar dalam Angka 2013 
 
Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa tiga wilayah di 
Kota Makassar yang mempunyai persentase luas wilayah tertinggi 
yaitu Kecamatan Biringkanaya dengan persentase 27,48%, 
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kemudian Kecamatan Tamalanrea dengan persentase wilayah 
18,15% dan Kecamatan Manggala dengan persentase 13,76%.  
Sedangkan luas wilayah dengan persentase terendah 
masing masing yaitu Kecamatan Mariso dengan persentase 
wilayah 1,04%,Kecamatan Wajo dengan persentase 1,133% dan 
Kecamatan Bontoala dengan persentase wilayah 1,2%. 
4.1.3. Penduduk  
Jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2012 tercatat 
sekitar 1.369.606 jiwa, Persebaran penduduk di Kota Makassar 
dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Table 4.2 
Jumlah Penduduk Kota Makassar Berdasarkan Kecamatan Tahun 
2012 
NO Kecamatan Jumlah Penduduk Persentase (%) 
Pria Wanita Total 
1 Mariso 28.165 28.165 56.524 4,2 
2 Mamajang 28.892 30.278 59.170 4,3 
3 Tamalate 87.551 89.396 176.947 12,9 
4 Rappocini 74.811 79.373 154.184 11,2 
5 Makassar 40.400 41.672 82.027 6 
6 Ujung Pandang 12.829 14.372 27.201 2 
7 Wajo 14.410 15.220 29.630 2,1 
8 Bontoala 26.580 27.935 54.515 4 
9 Ujung Tanah 23.597 23.532 47.129 3,4 
10 Tallo 67.504 67.279 134.783 10 
11 Panakukang 70.439 71.896 142.308 10,3 
12 Manggala 59 008 59 183 118.191 9,5 
13 Biringkanaya 88.297 88.819 177.116 13 
14 Tamalanrea 51.882 53.352 105.234 7,6 
Sumber : BPS Kota Makassar dalam Angka Tahun 2013 
 
Berdasarkan tabel 4.2 wilayah yang memilki jumlah 
penduduk terbesar adalah Kecamatan Biringkanaya dengan jumlah 
penduduk sebanyak 177.116 jiwa, sedangkan Kecamatan Ujung 
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Pandang adalah wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit 
dengan jumlah 27.201 jiwa. 
4.1.4. Pendidikan  
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembanguan sumber daya 
manusia (SDM) suatu negara menentukan karakter dari 
pemabangunan ekonomi sosial, karena manusia pelaku aktif dari 
seluruh kegiatan tersebut. 
Perkembangan Indeks Pembanguan Manusia (IPM) 
memperlihatkan angka yang semakin membaik dimana pada tahun 
2009 angka IPM sebesar 76,66 meningkat menjadi 77,41 pada 
tahun 2010. Angka tersebut meningkat pada tahun 2011 sebesar 
78,08 (BPS, 2012). 
2. Pendidikan Umum 
Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam 
kehidupan masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kualitas 
hidup untuk melihat perkembangan pendidikan secara makro 
antara lain dapat dilihat ketersediaan sarana dan prasarana 
pendidikan, jumlah murid yang telah bersekolah dan angka 
partisipasi sekolah. 
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan terus 
diupayakan, sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah 
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penduduk usia sekolah, dan dengan diberlakukannya program 
wajib belajar 9 tahun. Upaya ini ditujukan agar pelayanan 
pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan 
menuju standar yang diharapkan.  
Dalam penyelenggaraan pendidikan baik yang dilakukan 
oleh pemerintah dan swasta kota makassar, maka pada tahun 2012 
jumlah sekolah dasar sebanyak 448 unit dengan jumlah guru 
sebanyak 5.747 orang dan jumlah murid sebanyak 148.179. untuk 
jenjang SMP sebanyak 172 unit sekolah dengan jumlah guru 
sebanyak 4.368 orang dengan jumlah murid sebanyak 59.878 
orang. Sedangkan untuk jenjang SMA terdapat 110 unit sekolah 
dengan jumlah guru sebanyak 1.589 orang dengan jumlah murid 
sebanyak 41.738 orang. 
Kota makassar yang merupakan pusat pendidikan di 
kawasan timur indonesia terdapat tiga unit perguruan tinggi negeri 
yang sangat terkenal, yaitu Universitas Hasanuddin (UNHAS), 
Universitas Negeri Makassar (UNM), dan Universitas Islam Negeri 
(UIN) Alauddin Makassar. 
Pembangunan urusan pendidikan telah meningkatkan 
layanan pendidiakn masyarakat. Hal tersebut terlihat dengan 
adanya peningkatan pencapaian sasaran Angka Partisipasi 
Sekolah (APS) pada tahun 2008 dengan penduduk usia SD (7-12 
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tahun) tercatat 97,89 %, usia SLTP (13-15 tahun) sebesar 86,79 % 
dan usia SLTA (16-18 tahun) mencapai 65,86%. 
4.1.5. Sejarah singkat kota Makassar 
Kota Makassar sebagai salah satu daerah kota di lingkungan 
provinsi sulawesi selatan secara yuridis formil didasarkan pada 
undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan 
daerah –daerah tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang 
tercantum dalam lembaran negara republik indonesia nomor 1822 
selanjutnya kota makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi 
Selatan berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 1965, 
(Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 94), dan kemudiaan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat 
II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya 
Makassar. 
Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah 
nama menjadi jung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km2 
menjadi 175,77 km2 dengan mengadopsi sebagian wilayah 
kabupaten tetangga yaitu Gowa, Maros, dan Pangkaje’ne’ dan 
Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 
Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya 
Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, Pangkaje’ne’ 
dan Kepulauan dalam lingkup Daerah Sulawesi Selatan. 
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Pada pekembangan selanjutnya nama Kota Ujung Pandang 
dikembalikan menjadi kota Makassar lagi berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama 
Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas 
keinginan masyarakat yang didukung DPRD Tk.II Ujung Pandang 
saat itu, serta masukan dari kalangan budayawan, seniman, 
sejarawan, pemerhati hukum, dan pelaku bisnis. Hingga saat ini 
Kota Makassar memasuki usia 406 tahun sebagaiman Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota 
Makassar yaitu tanggal 9 November 1597. 
4.1.6. Visi dan Misi Kota Makassar 
Rumusan Visi Kota Makassar 2014 sebagai bagian 
pencapaian visi jangka panjang sebagaimana yang tertuang dalam 
peraturan daerah kota makassar nomor 13 tahun 2006 tentang 
rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJD) kota 
makassar 2005-2025, yakni ”Makasssar sebagai Kota Maritim, 
Niaga, Pendidikan, Budaya, dan Jasa yang berorientasi global, 
Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat” adalah bagian 
tidak terpisahkan dari Visi Pemerintah Kota Makassar 2009. 
 Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis 
Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009 yang disempurnakan 
dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2006 
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tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 
Makassar Tahun 2005-2010 yakni ”Makassar Kota Maritim, Niaga 
dan Pendidikan yang Bermartabat dan Manusiawi”, sehingga untuk 
menjamin konsistensi pembangunan jangka menengah dan jangka 
panjang dan agar dapat dipelihara kesinambungan arah 
pembangunan daerah dari waktu ke waktu,  
Maka Visi Kota Makassar adalah ”Makassar Menuju Kota 
Dunia Berlandas Kearifan Lokal”. Visi ini terinspirasi dari dua hal 
mendasar: Pertama, yakni jiwa dan semangat untuk memacu 
perkembangan Makassar agar lebih maju, terkemuka dan dapat 
menjadi Kota yang diperhitungkan dalam pergaulan regional, 
nasional, dan global.  
Kedua, yakni jiwa dan semangat untuk tetap memelihara 
kekayaan kultural dan kejayaan Makassar yang telah dibangun 
sebelumnya, ditandai dengan keterbukaan untuk menerima 
perubahan dan perkembangan, sembari tidak meninggalkan nilai-
nilai yang menadi warisan sejarah masa lalu. 
Selanjtunya, Visi jangka panjang tersebut dijabarkan dalam 
visi jangka panjang dan sikap dan sikap konsistensi Pemerintah 
Kota Makassar, sehingga tercipta kesinambungan arah 
pembangunan. Memperhatikan kewenangan otonomi daerah 
sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah serta memperhatikan perkembangan 
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lingkungan strategis dengan posisi Makassar Kawasan Timur 
Indonesia, serta dengan dukungan nilai-nilai budaya yang 
menunjang tinggi harkat dan martabat manusia, maka dirumuskan 
Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2010 sebagai berikut: 
”Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan yang 
Bermartabat dan Manusiawi”, Visi Tersebut mengandung makna: 
1. Terwujudnya Kota Maritim yang tercermin pada 
tumbuh berkembangnya budaya bahari dalam 
kegiatan sehari-hari dan dalam pembangunan yang 
mampu memanfaatkan daratan maupun perairan 
secara optimal dengan tetap terprosesnya 
peningkatan kualitas lingkungan hidupnya; 
2. Terwujudnya atmosfir perniagaan yang aman, lancar, 
dan mantap bagi pengusaha kecil, menengah 
maupun besar; 
3. Terwujudnya atmosfir pendidikan yang kondusif 
dalam arti adil dan merata bagi setiap golongan dan 
lapisan masyarakat, yang relevan dengan dunia kerja, 
yang mampu meningkatkan kualitas budi pekerti dan 
relevan dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi (IPTEK); 
4. Terwujudnya Makssar sebagai kota Maritim, Niaga, 
dan Pendidikan ini dilandasi oleh martabat para apart 
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Pemerintah Kota, warga kota dan pendatang yang 
manusiawi dan tercermin dalam peri kehidupannya 
yang menjaga keharmonisan hubungan manusia 
dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia 
dan hubungan manusia dengan alam. 
Berdasarkan Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2010 
yang pada hakekatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya 
Visi Kota Makassar Tahun 2025, maka dirumuskan Misi Pemerintah 
Kota Makassar Tahun 2010 sebagai berikut: 
1. Mengembangkan kultur maritim dengan dukungan 
infrastruktur bagi kepentingan lokal, regional, 
nasional, dan internasional. 
2. Mendorong tumbuhnya pusat-pusat perniagaan 
melalui optimalisasi potensi lokal. 
3. Mendorong peningkatan kualitas manusia melalui 
pemerataan pelayanan pendidiakn, peningkatan 
derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 
4. Mengembangkan apresiasi budaya dan pengamalan 
nilai-nilai agama berbasis kemajemukan masyarakat. 
5. Mengembangkan sistem pemerintahan yang baik, 
berih dan berwibawa melalui peningkatan 
profesionalisme aparatur. 
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6. Mendorong terciptanya stabilitas, kenyamanan dan 
tertib lingkungan. 
7. Peningkatan infrastruktur kota dan pelayanan publik. 
4.1.7. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah 
Dalam mengembang Misi untuk mencapai Visi yang telah 
ditetapkan, maka Pemerintah kota Makassar menetapkan strategi 
dasar pembangunan yakni ”Meningkatkan pelayanan yang efisien 
dan efektif untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik, 
mempercepat terwujudnya Kota Makassar sebagai pusat 
keunggulan pengembangan ekonomi berbasis ilmu pengeteahuan 
dan teknologi yang intinya mengembangkan sumber daya manusia 
yang lebih berkualitas”. 
Sesuai dengan strategi dasar tersebut, maka daam rencana 
strategis (Renstra) yang telah disempurnakan menjadi Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah 
Kota Makassar, dirumuskan pokok-pokok kebijakan yang menjadi 
acuan dalam menetapkan program dan kegiatan dalam meberikan 
pelayanan kepada masyarakat yaitu: 
1. Pembangunan Kualitas Manusia; 
2. Pembangunan Daya Saing Ekonomi Daerah; 
3. Pengembangan Kawasan, Tata Ruang dan 
Lingkungan; 
4. Pembangunan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 
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5. Pembangunan Politik Hukum dan HAM 
4.1.8. Pemerintahan 
Dalam mengembang Misi untuk mencapai Visi yang telah 
ditetapkan, maka Pemerintah kota Makassar menetapkan strategi 
dasar pembangunan yakni ”Meningkatkan pelayanan yang efisien 
dan efektif untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik, 
mempercepat terwujudnya Kota Makassar sebagai pusat 
keunggulan pengembangan ekonomi berbasis ilmu pengeteahuan 
dan teknologi yang intinya mengembangkan sumber daya manusia 
yang lebih berkualitas”. 
Seacara administrasi, Kota Makassar terbagi menjadi 14 
kecamatan yang meliputi 143 kelurahan, 971 RW dan 4.789 RT. 
Dengan luas wilayah 175,77 km2, dimana Keacamatan 
Biringkanaya mempunyai luas wilayah yang sangat besar yaitu 
48,22km2 atau luas kecamatan tersebut merupakan 27,43% dari 
seluruh luas wilayah Kota Makassar dan Kecamatan Mariso 
merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yakni 1,82 km2 
atau 1,04% dari luas wilayah Kota Makasar. Unutk kecamatan yang 
memiliki jarak terjauh dari ibukota Makassar adalah Kecamatan 
Biringkanaya dengan jarak 12 km sedangkan yang terdekat dari 
ibukota adalah kecamatan Makassar. 
Mengenai jumlah penduduk, pada tahun 2009 luas wilayah 
Kota Makassar memiliki kepadatan penduduk sebanyak 1.235.239 
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jiwa, meningkat pada tahun 2010 sebanyak 1.253.656 jiwa dan 
pada tahun 2011 sebanyak 1.272.349 jiwa. Laju pertumbuhan Kota 
Makassar dari tahun 2000-2011 yakni 1,63%. Rasio anatar 
penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan 92,17% 
dimana jumlah laki-laki sebanyak 610.270 jiwa dan perempuan 
662.079 jiwa. Konsentrasi kepadatan penduduk berada di 
kecamatan Tamalate dengan jumlah penduduk 154.464 jiwa 
sementara kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya 
adalah kecamatan Ujung Pandang dengan jumlah 29.064 jiwa. 
Jumlah aparatur negara khususnya pegawai negeri sipil kota 
makassar baik goongan I pada tahun 2010 sebanyak 113 dan pada 
tahun 2011 meningkat menjadi 121 orang, golongan II pada tahun 
2010 sebanyak 1.371 dan menurun menjadi 1.352 orang pada 
tahun 2011, golongan III sebanyak 7.017 orang pada tahun 2010 
sebanyak 3.035 orang dan meningkat menjadi 3.779 orang di tahun 
2011. Dari keempat golongan PNS tersebut terdapat 24 orang yang 
bereselon II ditahun 2010 dan tahun 201 menurun akibat adanya 
perampingan struktur sehingga menjadi 21 orang.  
Untuk Eselon III sebanyak 128 orang ditahun 2010 dan 
menurun menjadi 110 orang ditahun 2011, sedangkan untuk eselon 
IV sebanyak 9496 orang ditahun 2010 dan meningkat ditahun 2011 
menjadi 10.453 orang. Jumlah eselon ini ditempatkan dalam 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk dinas 
 52 
 
sebanyak 14 lembaga tahun 2010 dan meningkat 17 lembaga 
tahun 2011, kantor sebanyak 5 lembaga, badan berjumlah 3 buah 
ditahun 2010 dan meningkat menjadi 5 badan hasil dari pemekaran 
badan BPM dan KB. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) sebanyak 20 
lembaga dan dikoordinir oleh 3 Asisten. 
Kota Makassar yang bukan hanya sebagi pintu gerbang juga 
sebagia pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia berpeluang 
dalam pengembangan khususnya pelayanan pada sektor 
perhubungan laut dan udara yang telah giatnya melakukan 
sinergitas antar sektor-sektor baik pada bidang perdagangan, 
pendidikan, kesehatan, pariwisata, perindustrian, pertanian dan 
perkebunan yang akan memacu perkembangan roda ekonomi 
Makassar. 
 
4.2. Profil Lokasi Penelitian 
4.2.2. Keadaan Umum Wilayah Kecamatan Tamalanrea 
4.2.2.1. Letak Geografis dan Batas Wilayah Kecamatan Tamalanrea 
Kecamatan Tamalanrea merupakan salah satu kecamatan 
dari 14 kecamatan di kota Makassar yang berbatasan dengan Selat 
Makassar di sebelah utara, Keacamatan Biringkanaya di sebelah 
timur, Kecamatan Panakkukang di sebelah selatan dan di sebelah 
barat. 
Kecamatan Tamalanrea merupakan daerah pantai dengan 
topografi ketinggian antara permukaan laut. Empat kelurahan 
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daerah bukan pantai yaitu Tamalanrea Indah, Tamalanrea Jaya, 
Tamalanrea dan Kapasa,. Sedang dua daerah lainnya Kelurahan 
Parangloe dan Kelurahan Bira merupakan daerah pantai. Menurut 
jaraknya, letak masing-masing kelurahan ke ibukota Kecamatan 
berkisar 1 km dengan jarak 5-10 km. 
4.2.2.2. Luas Wilayah 
Kecamatan Tamalanrea terdiri dari 6 kelurahan dengan luas 
wilayah 31,86 km2 . dari luas wilayah tersebut, kelurahan Bira 
memilki luas wilayah terluas yaitu 9.28 km2, terluas kedua adalah 
kelurahan Parangloe dengan luas wilayah 6,53 km2, sedangkan 
yang paling kecil luas wilayahnya adalah keluarahan Tamalanrea 
Jaya yaitu 2,98 km2. 
Table 4.3 
Luas Menurut Kelurahan di Kecamatan Tamalanrea  
Tahun 2011 
 
No  Desa/Kelurahan 
 
Luas (km2) 
1 Tamalanrea Indah   4,74 
2 Tamalanrea Jaya 2,98 
3 Tamalanrea 4,15 
4 Kapasa 4,18 
5 Parangloe 6,53 
6 Bira  9,28 
 Kecamatan  31,86 
 Sumber: Kantor Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar 2011 
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Table 4.4 
Jumlah Rumah Tangga, Penduduk, Dan Kepadatan Penduduk  
Menurut Kelurahan di Kecamatan Tamalanrea  
Tahun 2011 
 
No  Desa/Kelurahan Luas 
(km2) 
Rumah 
Tangga  
Penduduk  Kepadatan 
Per Km2 
1 Tamalanrea 
Indah  
4,74 6.636 16.656 3.514 
2 Tamlanrea Jaya 2,98 6.189 18.960 6.362 
3 Tamalanrea  4,18 9.040 34.399 8.289 
4 Kapasa  4,18 4.819 16.617 3.975 
5 Parangloe 6,53 2.038 6.527 999 
6 Bira 9,26 2.450 11.017 1.187 
 Kecamatan 31,84 31.173 104.175 3.270 
Sumber: BPS Kota Makassar 2011 
 
Table 4.5 
Banyaknya Penduduk Menurut Kelurahan Dan Jenis Kelamin Dan 
Sex Rasio di Kecamatan Tamalanrea Tahun 2011 
 
 
No  
 
Desa/Kelurahan 
 
Laki-laki 
 
Perempuan  
 
Jumlah 
Sex 
Rasio  
1 Tamalanrea 
Indah  
8.449 8.207 16.656 102,94 
2 Tamalanrea 
Jaya 
9.110 9.850 18.960 92,49 
3 Tamalanrea 17.128 17.271 34.399 99,17 
4 Kapasa 8.195 8.421 16.617 97,32 
5 Parangloe  3.211 3.315 6.527 96,87 
6 Bira  5.369 5.648 11.017 95,05 
 Kecamatan 51.462 52.713 104.175 97,63 
Sumber: BPS Kota Makassar 2011 
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4.2.2.3. Pemerintahan 
a. Aparat Pemerintah 
Kegiatan pemerintahan di Kecamatan Tamalanrea 
dilaksanakan oleh sejumlah pegawai negeri yang berasal dari 
berbagai dinas/instansi pemerintah yang jumlahnya 195 orang, 
terdiri atas 66 orang laki-laki dan 129 orang perempuan. 
b. Perkembangan Desa/Kelurahan 
Tingkat klasifikasi desa/kelurahan di Kecamatan Tamalanrea 
tahun 2012 terdiri dari 6 Kelurahan, 337 RT dan 67 RW dengan 
kategori kelurahan swasembada. Dengan demikian tidak ada lagi 
kelurahan yang termasuk Swadaya dan Swakarya.  
c. Lembaga/Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan 
Tingkat klasifikasi desa/kelurahan di Kecamatan Tamalanrea 
tahun 2012 terdiri dari 6 Kelurahan, 337 RT dan 67 RW dengan 
kategori kelurahan swasembada. Dengan demikian tidak ada lagi 
kelurahan yang termasuk Swadaya dan Swakarya.  
Lembaga dan organisasi tingkat desa/kelurahan yang 
terbentuk di kecamatan Tamalanrea dengan sejumlah anggotanya 
diharapkan dapat menunjang kegiatan pemerintah dan 
pembangunan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan 
Organisasi Pemuda di Kecamatan Tamalanrea terdapat 1 unit di 
setiap kelurahan. 
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4.2.2.4. Penduduk 
a. Jumlah penduduk 
Kegiatan jumah Kecamatan Tamalanrea pada tahun 2011 
adalah sebesar 104.175 sedangkan pada tahun 2010 sekitar 
103.192 jiwa,  yang berarti rata-rata kenaikan jumlah penduduk 
adalah sebesar 0,95 persen. 
Berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa jumlah penduduk 
laki-laki sekitar 51.462 jiwa dan perempuan sekitar 52.713 jiwa. 
Dengan demikian rasio jenis kelamin adalah sekitar 97,63 persen 
yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 
sekitar 98 orang penduduk laki-laki. 
4.2.2.5. Sosial  
1. Pendidikan 
Kegiatan jumah Kecamatan Tamalanrea pada tahun 2011 
adalah sebesar 104.175 sedangkan pada tahun 2010 sekitar 
103.192 jiwa,  yang berarti rata-rata kenaikan jumlah penduduk 
adalah sebesar 0,95 persen. Pada tahun ajaran 2010/2012 jumlah 
TK di Kecamatan Tamalanrea ada 39 sekolah dengan 1.456 orang 
murid dan 117 orang guru. Pada tingkat Sekolah Dasar, baik negeri 
maupun swasta berjumlah sebanyak 33 sekolah dengan 9.957 
orang murid dan 432 orang guru. Untuk tingkat SLTP sebanyak 6 
sekolah dengan 3.237 orang murid dan 224 orang guru. 
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Sedangkan untuk tingkat SMA terdapat 7 sekolah dengan 3.596 
orang murid dan 253 orang guru. 
2. Kesehatan  
Jumlah sarana kesehatan tahun 2010 di Kecamatan 
Tamalanrea tercatat 2 Rumah Sakit Umum/Khusus, 4 Puskesmas, 
2 Puskesmas Pembantu, 6 Rumah Bersalin dan 55 Posyandu. 
Unutk tenaga medis tercatat 52 orang dokter umum, 22 orang 
dokter spesialis, 11 orang dokter gigi, 55 paramedis dengan jumlah 
paramedic sebanyak 27 orang bidan desa dan 28 orang 
perawat/mantri. 
b. Agama   
Ditinjau dari agama yang dianut, tercatat bahwa mayoritas 
penduduk Kecamatan Tamalanrea adalah beragama islam. Jumlah 
tempat ibadah di Kecamatan Tamalanrea cukup memadai, terdapat 
87 buah Mesjid, 7 buah Langgar/Surau, 8 buah Gereja dan 1 buah 
tempat Ibadah Pura. 
4.2.2.6. Industri dan Perdagangan 
Jumlah perusahaan industri di kecamatan Tamalanrea terdiri 
dari industri besar sebanyak 3 perusahaan, industri sedang 26 
perusahaan dan indutri kecil 8 perusahaan masing-masing 
menyerap tenaga kerja 1.144 orang untuk industri besar, 1.857 
orang untuk industri sedang dan 56 orang tenaga kerja untuk 
industri kecil.  
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Sarana perdagangan yang terdapat di kecamatan 
Tamalanrea antara lain, kelompok Pertokoan sebanyak 11 buah, 
Mall sebanyak 2 buah dikelurahan tamalanrea jaya, Kios / Toko 
sebanyak 1.038 buah, Restoran 1 buah dan Rumah Makan 
sebanyak 54 buah. 
4.2.2.7. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar 
 Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar merupakan 
unsure pelaksanana pemeintah kota yang dipimpin oleh seorang 
kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Tata Ruang dan 
bangunan mempunyai tugas Pokok merumuskan, membina dan 
mengendalikan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang, 
pengendalian kawasan, penataan dan penertiban bangunan serta 
pengusutan. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar 
terletak di jalan Urip Sumoharjo No. 8 Kota Makassar. 
 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dinas 
tata ruanag dan bangunan menyelenggarakan fungsi : 
1. Penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis operasional 
perencanaan dan pengendalian tata ruang dan pemanfaatan 
bangunan. 
2. Penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis operasional di 
bidang penataan bangunan, 
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3. Perencanaan dan program pembinaan dan pengawasan 
penelitian gambar situasi bangunan dan penyelenggaraan 
dokumentasi, 
4. Pembinaan dan pemberian izin dan pelayanan umum 
dibidang mendirikan bangunan sesuai peraturan yang 
berlaku. 
 Dalam perjalanannya instansi teknis tata bangunan kota 
Makassar berubah menjadi dinas tata ruang dan bangunan kota 
Makassar yang ditetapkan melalui peraturan daerah Nomor 24 
tahun 2005 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata 
kerja dinas tata ruang dan bangunan kota Makassar. Sehingga 
fungsi dan uraian tugas lembaga teknis daerah tersebut ikut pula 
berubah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang 
bertambah, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi secara umum 
adalah menyusun rumusan kebijaksaanan teknis operasional 
perencanaan dan pengendalian tata ruang dan pemanfaatn 
bangunan. Sehingga dinas tata ruang dan bangunan kota 
Makassar perlu menyampaikan harapan keberhasilan 
pembangunan kota Makassar antara lain: 
1. Terciptanya komitmen kepempinan yang, responsive dan 
konsistensi dengan dukungan stackholder 
2. Berperannya semua unit pemkot Makassar sebagai suatu 
tim kerja terpadu dan sinergis yang diikuti dengan 
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peningkatan profesionalisme aparatur, sehingga dapat 
terciptanya system pemerintahan yang baik, bersih dan 
berwibawa. 
3. Terwujudnya iklim/suasana yang kondusif dalam wilayah 
kota Makassar, sehingga penyelenggara pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarkat tetap 
dapat berkelanjutan denagn dukungan seluruh masyarakat. 
4. Terselenggaranya partisipasi masyarkat secara optimal yan 
mengarah kepadad penciptaan “semangat kebersamaan” 
dalam penyelenggaraan pembangunan 
5. Terciptanya masyarakat kota yang mempunyai “rasa 
memiliki dan tanggung jawab” secara bersama-sama dalam 
pembangunan kota Makassar 
6. Terbentuknya “kesadaran hukum” bagi seluruh masyarakat 
yang senantiasa menaati aturan-aturan yang telah 
ditetapkan. 
4.2.2.8. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar 
 Kantor satuan polisi pamong praja kota Makassar terletak di 
dalam wilayah kompleks perkantoran Balaikota Makassar di jalan 
ahmad yani nomor 2 kota Makassar. 
 Dalam menjalankan tugasnya satuan polisi pamong praja 
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan ketentraman dan 
ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah dan 
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peraturan walikota. Satuan polisi pamong praja dalam 
melaksanakan tugas pokok dimaksud, menyelanggarakan fungsi. 
1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan 
ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan 
peraturan walikota. 
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan 
ketentraman dan ketertiban umum di daerah 
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan 
peraturan walikota 
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan 
ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan 
peraturan daerah, peraturan walikota dengan aparat 
kepolisian Negara, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan 
aparatur lainnya. 
5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan 
mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 
6. Pelaksanaan, perencanaan, dan pengendalian teknis 
operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan 
pengurusan barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya 
7. Pelaksanaan kesekratariatan 
Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Terdiri atas: 
a. Kepala satuan 
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b. Bagian tata usaha, terdiri atas: 
4.3. Subbagian umum dan kepegawaian 
4.4. Subbagian keuangan dan perlengkapan 
c. Bidang operasi, terdiri atas: 
1. Seksi penertiban 
2. Seksi pengamanan dan samapta 
d. Bidang bimbingan masyarakat (Bimmas), terdiri atas: 
1. Seksi penyuluhan 
2. Seksi pembinaan 
e. Bidang penegakan Hukum, terdiri atas:  
1. Seksi Pemeriksaan dan Pengusutan 
2. Seksi Penyidikan dan penindakan 
4.2.2.9. Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
 Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar terletak di 
dalam wilayah kompleks perkantoran gabungan dinas-dinas di jalan 
urip sumiharjo No.8 kota Makassar.  
 Dalam menjalankan tugasnya Dinas Pendapatan daerah 
mempunyai tugas pokok merumuskan, membina, mengendalikan 
dan mengelola serta mengkoordinir kebijakan bidang Pendapatan 
daerah. 
 Didalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 
2009 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah Kota Makassar Pasal 28 disebutkan bahwa: 
 63 
 
a. Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok 
merumuskan, membina, mengendalikan dan mengelola 
serta mengkoordinir kebijakan bidang Pendapatan daerah. 
b. Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas 
pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan 
fungsi: 
1. penyusunan rumusan kebijakan teknis di 
bidang pengelolaan pendapatan serta 
melakukan pendataan potensi sumber-sumber 
pendapatan daerah; 
2. penyusunan rencana dan program evaluasi 
pelaksanaan pungutan pendapatan daerah; 
3. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian 
teknis operasional bidang pendataan, 
penetapan, keberatan dan penagihan serta 
pembukuan pajak hotel, pajak hiburan, pajak 
restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak 
penerangan jalan, pajak pengambilan dan 
pengolahan batuan galian golongan C, serta 
pajak/pendapatan daerah dan retribusi daerah 
lainnya; 
4. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian 
teknis operasional bidang bagi hasil dan 
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pendapatan lainnya serta intensifikasi dan 
ekstensifikasi; 
5. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian 
teknis operasional pengelolaan keuangan, 
kepegawaian dan pengurusan barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaannya; 
6. pelaksanaan kesekretariatan dinas; 
7. pembinaan unit pelaksana teknis. 
c. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri atas: 
1. Kepala Dinas; 
2. Sekretariat, terdiri atas : 
a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Sub bagian Keuangan; 
c. Sub bagian Perlengkapan. 
3. Bidang I Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terdiri atas : 
b. Seksi Administrasi Umum dan Pendataan 
Pajak Hotel dan Pajak Hiburan; 
c. Seksi Penetapan dan Keberatan Pajak Hotel 
dan Pajak Hiburan; 
d. Seksi Penagihan, Pembukuan, Verifikasi dan 
Pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. 
4. Bidang II Pajak Restoran dan Pajak Parkir terdiri 
atas : 
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1. Seksi Administrasi Umum dan Pendataan 
Pajak Restoran dan Pajak Parkir; 
2. Seksi Penetapan dan Keberatan Pajak 
Restoran dan Pajak Parkir; 
3. Seksi Penagihan, Pembukuan, Verifikasi dan 
Pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir. 
5. Bidang  III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah, 
terdiri atas: 
1. Seksi Administrasi Umum dan Pendataan 
Pajak Reklame dan Retribusi Daerah; 
2. Seksi Penetapan dan Keberatan Pajak 
Reklame dan Retribusi Daerah; 
3. Seksi Penagihan, Pembukuan, Verifikasi dan 
Pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi 
Daerah. 
6. Bidang IV Koordinasi dan Pengendalian Pajak 
Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan 
Pengolahan Batuan Galian Golongan C, Pajak 
Daerah dan Bagi Hasil  terdiri atas: 
1. Seksi Administrasi Umum Pengendalian Pajak 
Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan 
Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak 
Daerah dan Bagi Hasil; 
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2. Seksi Pengendalian, Intensifikasi/Ekstensifikasi 
dan Hukum; 
3. Seksi Penagihan, Pembukuan, Verifikasi dan 
Pelaporan. 
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)28. 
4.2.2.10. Pemerintah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar 
 Kantor Kecamatan Tamalanrea terletak di Jalan Perintis 
Kemerdekaan No 116 Tamalanrea. Dalam menjalankan tugasnya  
 Camat Tamalanrea mempunyai tugas menyelenggarakan 
tugas umum pemerintahan. Dalam, peraturan daerah kota 
makassar nomor 29 tahun 2005 tentang pembentukan, susunan 
organisasi dan tata kerja kecamatan dalam daerah kota makassar 
dijelaskan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi kecamatan, 
1. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk 
menangani sebagian urusan otonomi daerah; 
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) , Kecamatan menyelenggara fungsi : 
 
_______________________ 
28 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan 
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar Pasal 28. 
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1. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, 
pembangunan, perekonomian, kesejahteraan 
sosial serta ketentraman dan ketertiban; 
2. pelaksanaan pembinaan pemerintahan 
kelurahan dan pelayanan administrasi publik; 
3. pelaksanaan pelayanan teknis administratif 
kesekretariatan29. 
 Begitupun juga Didalam Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan,  Diatur 
Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Camat Sebagaimana 
Dalam Pasal 14 Dan Pasal 15 Disebutkan, Bahwa : 
 Pasal 14 
1. Kecamatan merupakan perangkat daerah 
kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis 
kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja 
tertentu dan dipimpin oleh Camat. 
2. Camat berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada bupati/walikota 
melalui sekretaris daerah.  
 
 
_______________________ 
29. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Pembentukan, 
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Daerah Kota Makassar 
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 Pasal 15 
1. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan 
yang meliputi: 
a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat; 
b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan 
ketenteraman dan ketertiban umum; 
c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan 
peraturan perundang-undangan; 
d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana 
dan fasilitas pelayanan umum; 
e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan di tingkat kecamatan; 
f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa 
dan/atau kelurahan; dan 
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang 
menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang 
belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa 
atau kelurahan. 
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan 
yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk 
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menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang 
meliputi aspek: 
a. Perizinan; 
b. Rekomendasi; 
c. Koordinasi; 
d. Pembinaan; 
e. Pengawasan; 
f. Fasilitasi; 
g. Penetapan; 
h. Penyelenggaraan; dan 
i. Kewenangan lain yang dilimpahkan. 
3. Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan 
urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai 
peraturan perundang-undangan. 
4. Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota 
kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan 
efisiensi. 
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas 
dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan 
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Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada 
Peraturan Pemerintah ini30. 
Susunan Organisasi Kecamatan Tamalanrea berdasarkan, 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 Tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kecamatan, terdiri atas : 
1. Camat 
2. Sekretaris Camat, terdiri atas: 
1. Kasubag Umum Kepegawaian 
2. Kasubag Keuangan dan Perlengkapan 
3. Kasi Pemerintahan, Ketentraman, dan Trantib Umum 
3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat 
4. Kasi Perekonomian dan Pembangunan 
5. Kasi Kesejahteraan Sosial 
6. Kasi Pengelolaan Kebersihan31 
 
4.2.2.11. Pedagang Urban di Kecamatan Tamalanrea Kota 
Makassar 
 Gambaran pedagang urban di Kota Makassar khususnya di 
Kecamatan Tamalanrea pada umumnya hampir sama dengan kota-
kota lain di Indonesia. Hanya saja ketika dilihat dari aspek sosial  
 
_______________________ 
30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang 
Kecamatan,  Diatur Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Camat. 
31 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan 
dan Organisasi Kecamatan. 
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maka kita akan temukan  bahwa pedagang urban di Kecamatan 
Tamalanrea setiap tahunnya semakin bertambah banyak dan 
susah diatur dalam hal lokasi atau tempat yang layak digunakan 
untuk berjualan dan berdagang. 
 Sampai saat ini, Pemerintah Kota Makassar khususnya 
Pemerintah Kecamatan Tamalanrea belum memilki data yang 
lengkap jumlah pedagang urban di Kecamatan Tamalanrea. 
Berbagai cara sudah dilakukan pemerintah kota dan pemerintah 
kecamatan tamalanrea untuk melekukan pendataan namun hingga 
saat ini belum rampung. Sampai saat ini baru tiga kelurahan yang 
sudah memasukkan data pedagang urban dan data lokasi-lokasi 
berjualan para pedagang urban di kecamatan tamalanrea. Salah 
satu penyebab, karena jumlah pedagang urban yang tersebar luas 
di wilayah kecamatan tamalanrea kota Makassar. 
 Namun, menurut Muhammad Yarman, AP selaku Camat 
Tamalanrea, diperkirakan jumlah pedagang urban di kecamatan 
tamalanrea, kemungkinan setiap tahunnya akan terus bertambah 
dan melihat persebaran pedagang urban saat ini di tiap kelurahan 
tidak jauh berbeda. Adapun usia dan jenis kelamin dari pedagang 
urban yang ada sangat variatif. Sedangkan untuk tingkat 
pendidikan dari pedagang urban ini di dominasi oleh tamatan SMP 
dan SMA sedangkan, tamatan perguruan tinggi sangat sedikit 
jumlahnya.  
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5.1. Gambaran Umum Program Instansi Pemerintah Dalam 
Penataan Pedagang Urban di Kecamatan Tamalanrea 
 
Pemerintah Kota Makassar bekerjasama dengan Pemerintah 
Kecamatan Tamalanrea beserta para instansi-instansi yang terkait 
telah berusaha melakukan penataan lokasi-lokasi berjualan 
pedagang urban di kota Makassar, khususnya di wilayah 
kecamatan tamalanrea. 
Dengan berpedoman pada peraturan yang mengatur tentang 
pedagang kaki lima yaitu Peraturan menteri Nomor 41 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki 
Lima, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang 
Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Kotamadya Daerah 
Tingkat II Ujung Pandang, dan Keputusan Walikota Makassar 
Nomor 20 Tahun 2004 tentang Prosedur Tetap (PROTAP) 
Penertiban Bangunan Dan Pembinaan Pedagang Sektor Informal 
(PKL) Dalam Wilayah Kota Makassar. 
Dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur tentang 
pedagang kaki lima (sector informal) maka, pemerintah kota 
Makassar bekerjasama dengan pemerintah kecamatan, dan 
instansi-instansi pemerintahan yang terkait, terdorong untuk 
membuat suatu program khusus dalam Penataan Pedagang Urban 
di Kota Makassar Khususnya di wilayah Kecamatan Tamalanrea.   
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a. Program Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar 
Dalam Penataan Pedagang Urban di Kecamatan Tamalanrea 
 
Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar dalam hal 
penataan Pedagang Urban tidak terlibat secara langsung. Sesuai 
dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Tata Bangunan yang esensi utamanya secara umum 
adalah keteraturan, kerapihan, keindahan, kenyamanan, dan 
keamanan dalam penataan bangunan di Kota Makassar, Dinas 
Tata Ruang dan Bangunan ini lebih focus terhadap pemberian izin 
dalam hal mendirikan bangunan32. 
Dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Uraian Tugas Jabatan structural Pada Dinas Tata Ruang 
dan Banguan Kota Makassar di sebutkan, pada pasal 6 tentang 
Uraian Tugas Bidang Penataan, Pemanfaatan Ruang dan Fasum 
Fasos bahwa: 
1. Bidang penataan, Pemanfaatan Ruang dan Fasum Fasos 
mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan 
teknis perencanaan penataan dan pengembangan kota 
serta pengelolaan Fasum Fasos 
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Penataan, Pemanfaatan Ruang 
dan Fasum Fasos menyelanggarakan fungsi : 
_______________________ 
32. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tata 
Bangunan. 
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1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) Bidang Penataan, Pemanfaatan Ruang 
Fasum Fasos, 
2. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan 
teknis rencana terperinci mengenai peruntukan 
tanah, 
3. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan 
teknis rencana peletakan (site plan) dan 
rencana khusus pusat kota, daerah pertokoan, 
daerah perdagangan, pusat lingkungan, daerah 
industry dan bangunan-bangunan lainnya yang 
dapat mempengaruhi ketertiban dan keindahan 
kota 
4. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan 
teknis rencana kapling dari tiap penggunaan 
tanah dan garis besar bentuk bangunan 
termasuk rencana jalan, roil, saluran air 
terbuka, saluran air hujan, jalur hijau, dan garis 
sempadan bangunan 
5. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan 
program dalam melkaksnakan studi dalm 
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hubungannya dengan perencanaan penataan 
dan pengembangan kota, 
6. Pengelolaan admnistrasi urusan tertentu33  
Menurut Ibrahim Akkasmula selaku Kepala Seksi Penelitian 
dan Pengembangan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota 
Makassar  
“Tugas kami ada pada pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) 
yang tetap mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), 
serta kami dari dinas tata ruang dan bangunan juga melakukan 
penelitian dan pengkajian secara teknis, khususnya dalam 
pemberian dan penerbitan surat izin mendirikan bangunan (IMB”.  
(Sumber Informan: Ibrahim Akkasmula Kepala seksi penelitian 
dan pengembangan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota 
Makassar, Jum’at,  27 Juni 2014) 
 
Kemudian Ibrahim Akkasmula menegaskan bahwa: 
“Dinas tata ruang dan bangunan kota Makassar tidak mempunyai 
progam khusus untuk penataan pedagang urban dikota Makassar 
khususnya di wilayah kecamatan tamalanrea, namun dari dinas 
tata ruang dan bangunan akan tetap memberikan saran serta 
masukan kepada semua aparat pemerintah kecamatan terkait 
keberadaan dan penataan loaksi berjualan pedagang urban di 
wilayah kecamatannya masing-masing” (Sumber Informan: 
Ibrahim Akkasmula Kepala seksi penelitian dan pengembangan 
Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, Jum’at,  27 Juni 
2014)  
 
Dari hasil wawancara yang dilakukan di dinas tata ruang dan 
bangunan kota Makassar peneliti tidak mendapat adanya suatu 
program khusus dari dinas tata ruang dan bangunan kota 
Makassar, dalam hal penataan pedagang urban dikota makassar 
khususnya di kecamatan tamalanrea. 
_______________________ 
33. Dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2009 tentang Uraian 
Tugas Jabatan structural Pada Dinas Tata Ruang dan Banguan Kota Makassar 
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b. Program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Dalam 
Penataan Pedagang Urban di Kecamatan Tamalanrea 
 
Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kota Makassar 
tidak memiliki program khusus dalam penataan pedagang urban di 
wilayah kota Makassar khususnya dalam wilayah kecamatan 
tamalanrea. Satuan Polisi Pamaong Praja (SATPOL-PP) Kota 
Makassar hanya melaksanakan kebijakan penegakan peraturan 
daerah kota makassar dan peraturan walikota makassar, salah 
satunya peraturan tentang penataan dan pembinaan pedagang 
urban di wilayah kota makassar khususnya di Kecamatan 
Tamalanrea, khususnya dalam penegakan peraturan lokasi yang 
diperbolehkan dan dilarang untuk berjualan dan berdagang.   
Dalam Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang 
Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, 
Pasal 32 disebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) dilarang 
melakukan hal-hal sebagai berikut : 
a. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak 
ditetapkan untuk lokasi PKL, 
b. Merombak, menambah, dan menguabah fungsi serta 
fasilitas yang ada ditempat atau lokasi usaha PKL yang 
telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Bupati/Walikota, 
c. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat 
tinggal, 
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d. Berpindah tempat atau lokasi dan/ atau 
memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan 
dan seizing Bupati/Walikota, 
e. Menelantarkan dan/ atau membiarkan kosong lokasi 
tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus 
selama 1 (Satu) bulan, 
f. Mengganti bidang usaha dan/atau meperdagangkan 
barang illegal 
g. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan 
atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/ atau 
bangunan di sekitarnya, 
h. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali 
yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan 
terkendali, 
i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan 
dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, 
pemberhentian sementara, atau trotoar, dan, 
j. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL 
kepada pedagang lainnya34. 
Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kota Makassar 
juga tetap bekerjasama dengan pemerintah kecamatan,  
____________________ 
34 Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan 
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. 
 
 78 
 
menyangkut keberadaan dan penataan lokasi yang diperbolehkan 
dan dilarang berjualan  bagi para pedagang urban yang berada di 
setiap kecamatan di Kota Makssar Khususnya di Kecamatan 
Tamalanrea. 
Dalam Keputusan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2004 
Tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Penertiban Bangunan dan 
Pembinaan Pedagang Sektor Informal (PKL) Dalam Wilayah Kota 
Makassar, Bab III tentang Pembinaan Pedagang Sektor Informal 
(PKL) Pasal 5, disebutkan bahwa: 
1. Camat bertanggungjawab atas Pembinaan Sektor Informal 
(PKL) disetiap Wilayah Kerjanya, 
2. Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, maka 
Lurah melalui Camat harus mengajukan usul penetapan 
lokasi/ area yang dapat ditolerir terhadap aktifitas bagi 
pedagang Sektor  
Informal diatas Daerah Milik Jalan (DAMIJA) dan atau 
Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA), 
3. Penetapan lokasi sebagaimana di maksud ayat (2) pasal ini, 
harus di ajukan kepada Walikota Makassar melalui 
Sekretaris Daerah Kota Makassar setelah mendapat 
pertimbangan teknis dari Dinas Perhubunga, Dinas Bina 
Marga, Dinas Tata Bangunan, dan Bagian Tata 
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Pemerintahan, unutk selanjutnya diproses dan ditetapkan 
dengan Keputusan Walikot Makassar.  
Dalam Keputusan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 
2004, juga dijelaskan pada Bab IV tentang Ketentuan Larangan 
pada pasal 8, disebutkan bahwa: 
1. Penempatan bangunan hanya diperuntukkan kepada 
pedagang sektor informal (PKL) seperti, Pedagang 
asongan, Pedagang Es/Es buah keliling, pagandeng, 
loper Koran, warung makan/ kopi dan lain-lainnya, 
2. Bagi pedagang yang jenis usahanya tidak tergolong PKL 
seperti Usaha Foto Copy, Wartel, Warnet/ Toko Buku, 
Toko Klontong, Bengkel, Bahan Bangunan, Tempat Cud 
Kendaraan Roda Empat dan Dua dan sejenisnya, tetap 
dilarang beraktifitas diatas Daerah Milik/ Pengawasan 
Jalan35. 
Berdasarkan peraturan tersebut di atas maka pada 
prinsipnya Polisi Pamong Praja berkewajiban untuk melakukan 
penataan terhadap Pedagang Urban yang melanggar peraturan 
tersebut, melihat tugas Polisi Pamong Praja sebagai penegak 
Peraturan Daerah. 
 
_____________________ 
35 Keputusan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Prosedur Tetap 
(PROTAP) Penertiban Bangunan dan Pembinaan Pedagang Sektor Informal 
(PKL) Dalam Wilayah Kota Makassar 
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Menurut Abd. Rahim selaku Kepala Bidang Ketertiban dan 
Ketentraman Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar 
“Menyangkut Penataan Pedagang Urban di Kota Makassar dan 
Khususnya di Kecamatan Tamalanrea personil kami selalu 
melakukan patroli setiap hari di setiap lokasi atau titik-titik yang 
biasa di gunakan para pedagang urban berjualan dan kami juga 
selalu mensosialisaikan tempat yang diperbolehkan dan dilarang 
untuk melakukan aktifitas berjualan kepada para pedagang urban 
yang berada di wilayah kecamatan tamalanrea. Namun masih 
sering kita dapati para pedagang urban yang nakal yang masih 
suka menempati lokasi yang dilarang melakukan aktifitas 
berjualan, meskipun kita sudah melakukan berapa kali teguran, 
tapi masih juga para pedagang ini tetap melakukan aktifitas 
berjualannya dilokasi  yang dilarang oleh pemerintah kota 
Makassar khususnya pemerintah kecamatan tamalanrea”  
(Sumber Informan: Abd. Rahim Selaku Kepala Bidang Ketertiban dan 
Ketentraman Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, Jum’at, 
20 Juni 2014). 
 
Kemudian Abd.Rahim juga kembali menegaskan bahwa: 
 “Meskipun Kondisi dan Perilaku para Pedagang Urban di Kota 
Makassar khususnya di Kecamatan Tamalanrea masih ada yang 
melanggar terutama pada lokasi yang dilarang Berjualan Oleh 
Pemerintah Kota Makassar dan khususnya pemerintah 
Kecamatan Tamalanrea, tetapi Kami akan tetap melakukan 
sosialiasi, patrol keliling, dan kami akan tetap mengajak para 
pedagang Urban ini, agar Menjual di lokasi yang sudah di 
tetapkan oleh pemerintah Kota Makassar dan pemerintah 
kecamatan tamalanrea itu sendiri, Intinya kami menginginkan para 
pedagang urban ini menempati lokasi-lokasi yang sudah di 
tetapkan oleh pemerintah setempat”  
(Sumber Informan: Abd. Rahim Selaku Kepala Bidang Ketertiban dan 
Ketentraman Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, Jum’at, 
20 Juni 2014) 
 
Berdasarkan peraturan tersebut di atas maka pada 
prinsipnya Polisi Pamong Praja berkewajiban untuk melakukan 
penataan terhadap Pedagang Urban yang melanggar peraturan 
tersebut, melihat tugas Polisi Pamong Praja sebagai penegak 
Peraturan Daerah. 
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Dalam proses penertiban berdasarkan data-data dari Polisi 
Pamong Praja Kota Makassar, langkah-langkah yang dilakukan 
melalui: Teguran Minimal 3 kali peneguran, Surat Peringatan, 
pendekatan secara persuasif, dan langah alternatif paling terakhir  
yaitu penyitaan barang jualan/dagangan atau penertiban secara 
paksa. Namun, demikian Polisi Pamong Praja Kota Makassar juga 
mengalami dilema antara penegakan Peraturan Daerah dan di satu 
sisi adalah Faktor Kemanusiaan dan hidup yang layak bagi para 
pedagang Urban ini. 
Berdasarkan hal tersebut Polisi Pamong Praja Kota 
Makassar sangat mengharapkan Kerjasama yang baik dari 
pedagang Urban itu sendiri yaitu saling mendukung antar satu 
sama lain khususnya kepada para pedagang urban ini agar 
menempati lokasi berjualan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah 
kecamatan tamalanrea kota Makassar. 
c. Program Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar Dalam 
Penataan Pedagang Urban di Kecamatan Tamalanrea 
 
 Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam hal 
penataan Pedagang Urban di Kecamatan Tamalanrea pada 
dasarnya tidak terlibat langsung. Didalam Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan 
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, Dinas 
Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan, 
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membina, mengendalikan dan mengelola serta mengkoordinir 
kebijakan bidang Pendapatan daerah. 
 Begitupun juga didalam Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Makassar dimana pada 
pasal 4 dan 5 dijelaskan tentang tugas dan fungsi Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Makassar  
 Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (Pasal 4):  
Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok merumuskan, membina 
dan mengendalikan dan mengelola serta mengkoordinir kebijakan 
bidang pendapatan daerah.  
 Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (Pasal 5):  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
Dinas Pendapatan menyelenggarakan fungsi :  
1. Perencanaan, merumuskan, mengembangkan, membina, 
melaksanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan 
dibidang pengelolaan pendapatan serta melakukan 
pengamatan dan mempotensikan sumber-sumber 
pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  
2. Penyusunan evaluasi pelaksanaan pungutan pendapatan 
daerah.  
3. Pemberian izin tertentu dibidang pendapatan. 
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4. pembinaan unit pelaksana teknis36.  
 Menurut Faisal Jafar, SE., M.Si selaku Bidang III Pajak 
Reklame Dan Retribusi Daerah, mengatakan bahwa: 
“kami tidak terlibat langsung Dalam hal Penataan Pedagang 
Urban di Kecamatan Tamalanrea, karena tugas pokok kami hanya 
merumuskan, membina dan mengendalikan dan mengelola serta 
mengkoordinir kebijakan bidang pendapatan daerah, dan kami 
juga tidak mempunyai program-program khusus dalam penataan 
Pedagang Urban di Kecamatan Tamalanrea, namun kami hanya 
sekedar memberi saran dan masukan kepada instansi/dinas 
terkait dalam hal yang menyangkut Penataan Pedagang Urban di 
Kecamatan Tamalanrea”. 
(Sumber Informan: Faisal Jafar, SE., M.Si selaku Bidang III Pajak 
Reklame dan Retribusi Daerah, Kamis, 27 Juni 2014). 
 
 Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan di 
Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar peneliti tidak mendapat 
adanya program khusus dari Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Makassar dalam hal penataan Pedagang Urban di Kecamatan 
tamalanrea. 
d. Program Pemerintah Keacamatan Tamalanrea Kota Makassar 
Dalam Penataan Pedagang Urban di Kecamatan Tamalanrea 
 
 Pemerintah Kecamatan Tamalanrea dalam hal penataan 
Pedagang Urban di Kecamatan Tamalanrea terlibat secara 
langsung. Dalam, peraturan daerah kota makassar nomor 29 tahun 
2005 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja 
kecamatan dalam daerah kota makassar dijelaskan mengenai 
Tugas Pokok dan Fungsi kecamatan, 
___________________ 
36 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota 
Makassar. 
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1. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 
kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani 
sebagian urusan otonomi daerah; 
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) , Kecamatan menyelenggara fungsi : 
a. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, 
perekonomian, kesejahteraan sosial serta ketentraman dan 
ketertiban; 
b. pelaksanaan pembinaan pemerintahan kelurahan dan 
pelayanan administrasi publik; 
c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif 
kesekretariatan37. 
 Selain itu didalam peraturan menteri Nomor 19 tahun 2008 
Tentang Kecamatan, Dijelaskan Tentang Kedudukan, Tugas dan 
Wewenang Camat, seperti pada pasal 15  ayat dua (2) di sebutkan 
Wewenang Camat: 
Pasal 15  
(Ayat 2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang  
 
_____________________ 
37  Ibid 
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dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian 
urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek: 
1. Perizinan; 
2. Rekomendasi; 
3. Koordinasi; 
4. Pembinaan; 
5. Pengawasan; 
6. Fasilitasi; 
7. Penetapan; 
8. Penyelenggaraan; dan 
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan. 
3. Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan 
pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan 
perundang-undangan. 
4. Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota kepada 
Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. 
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan 
wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan 
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Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Pemerintah 
ini38. 
 Dari Peraturan diatas yang terkait tentang Tugas Pokok 
dan Fungsi Kecamatan serta Tugas dan Wewenang Camat dalam 
hal Ini Adalah Kecamatan Tamalanrea dan Camat Tamalanrea, 
bekerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar dan Instansi-
Instansi terkait, mempunyai Tanggung jawab, peran serta andil 
yang cukup besar dalam penataan Pedagang Urban yang berjualan 
dalam wilayah Kecamatan Tamalanrea Itu sendiri. 
 Menurut Muhammad Yarman AP selaku Camat Tamalanrea 
Kota Makassar mengatakan bahwa: 
“Pedagang Urban yang datang berjualan di Kecamatan 
Tamalanrea setiap tahunnya semakin bertambah, kehadiran 
mereka juga memberikan dampak positif dan negatif bagi 
kecamatan tamalanrea itu sendiri, Dampak positifnya lokasi 
berjualannya yang mudah dijangkau oleh masyarakat tamalanrea, 
sedangkan dampak negatifnya, karena lokasi berjualan mereka 
yang kadang melanggar dari aturan lokasi yang diperbolehkan 
untuk berjualan”. 
(Sumber Informan: Muhammad Yarman AP selaku Camat 
Tamalanrea, Selasa, 24 Juni 2014). 
 
 Kehadiran para Pedagang Urban di Wilayah Kecamatan 
Tamalanrea memang saat ini menjadi Fenomena baru bagi Aparat  
Pemerintah Kecamatan Tamalanrea dan Seluruh Masyarakat 
Tamalanrea, sejauh ini memang belum ada teori yang kuat tentang  
 
__________________ 
38 Ibid 
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Pedagang  Urban dan bahkan belum banyak penelitian yang 
dilakukan tentang Pedagang Urban ini, Terutama, Pedagang Urban  
di Kota Makassar dan Khsusnya di Kecamatan tamalanrea itu 
sendiri 
Menurut Muhammad Yarman AP, Selaku Camat 
Tamalanrea: 
“Pedagang Urban adalah Pedagang yang kurang eksis 
didaerahnya sendiri, Pedagang urban itu sendiri pada intinya 
tetaplah Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal), hanya saja 
Pedagang Urban ini adalah Istilah Baru di Kota Makassar 
khususnya diwilayah Kecamatan Tamalanrea, Istilah ini diberikan 
kepada Para pedagang yang berasal dari daerah atau pedagang 
urban yang berasal dari dalam wilayah Kota Makassar itu sendiri 
namun menjadikan Kecamatan Tamalanrea sebagai tempat mata 
pencaharian baru bagi mereka, Pedagang Urban yang dari daerah 
itu biasa berasal dari Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, 
Kabupaten Gowa (Sungguminasa dan Bontonompo), dan 
Kabupaten Takalar (Galesong) dan pedagang urban yang berasal 
dari dalam wilayah Kota Makassar itu sendiri”.  
(Sumber Informan: Muhammad Yarman AP, selaku Camat 
Tamalanrea, Selasa 24 Juni 2014). 
 
 Banyak orang-orang berpandangan bahwa kehadiran 
pedagang kaki lima/pedagang urban, sebagai korban dari 
langkahnya kesempatan kerja yang produktif di kota. Ia dipandang 
sebagai suatu jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses 
urbanisasi yang berangkai dengan migrasi desa – kota yang besar, 
pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan 
kerja yang lambat dalam sector industry, dan persiapan teknologi 
impor yang padat modal dalam keadaan kelebihan tenaga kerja39.  
___________________ 
 39Andi Syamsu Alam, Dinamika Hubungan Fungsional Antara Pedagang Kaki Lima Dengan 
Pemerintah Kota (Studi Tentang Konflik Kepentingan Antara Pedagang Kaki Lima Dengan 
Pemerintah Kota Makassar), Universitas Hasanuddin, Makassar, 2010. 
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Fenomena Kehadiran Pedagang Urban di Wilayah Kecamatan 
tamalanrea, memang saat ini menjadi pekerjaan rumah yang berat 
bagi pemerintah kecamatan Tamalanrea itu sendiri Mengingat, 
Kecamatan Tamalanrea mempunyai potensi yang menguntungkan 
dalam hal perekonomian kerakyatan dimana Kecamatan 
Tamalanrea adalah Kawasan Pendidikan, Sehingga Kecamatan 
Tamalanrea menjadi sasaran utama bagi para pedagang Urban 
dari daerah dan Pedagang Urban yang Berada dalam wilayah Kota 
Makassar yang menjadikan Kecamatan Tamalanrea sebagai 
Tempat Mata Pencahariannya. 
Kemudian Muhammad Yarman AP mengatakan bahwa:  
“Kami telah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar akan 
menyiapkan Lahan baru bagi para pedagang Urban (Pedagang 
Kaki Lima) untuk lokasi berjualan mereka, kami sudah 
merencanakannya sejak lama dan lokasinya juga sangat strategis 
dan mudah dijangkau oleh masyarakat tamalanrea, rencananya 
lokasi baru ini akan menjadi daya tarik pembeli dari kecamatan 
Tamalanrea itu sendiri dan khususnya bagi seluruh warga kota 
Makassar, dimana lokasi baru ini sekaligus menjadi tempat santai, 
hiburan, akhir pekan, dan bahkan menjadi obyek wisata terbaru 
yang Aman dan Nyaman di kecamatan tamalanrea, konsep dan 
rencana  ini kita sudah bicarakan dan sampaikan kepada seluruh 
tokoh masyarakat tamalanrea, tokoh pemuda tamalanrea, Tokoh 
Agama Tamalanrea, dan Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini 
adalah Walikota Makassar dan Wakil Walikota Makassar dan 
mereka sangat merespon positif”. 
(Sumber Informan: Muhammad Yarman AP selaku Camat 
Tamalanrea, Selasa, 24 Juni 2014). 
 
Kemudian Muhammad Yarman AP menegaskan bahwa:  
“ disamping itu kami juga tetap melakukan dialog dengan para 
pedagang urban ditamalanrea khususnya tetap mengingatkan 
lokasi-lokasi yang boleh dan tidak boleh digunakan aktifitas 
berjualan dan Kami juga mensosialisasikan, Penerapan Program  
Baru dari Pemerintah Kota Makassar, Program MakassarTA’ 
Tidak Rantasa’ dan Program LISA (Lihat Sampah Ambil) kepada 
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seluruh masyarakat tamalanrea termasuk bagi Pedagang Urban 
yang Berjualan diwilayah Tamalanrea”.  
(Sumber Informan: Muhammad Yarman AP selaku Camat 
Tamalanrea, Selasa, 24 Juni 2014). 
 
 Seperti yang dikatakan oleh Prof. Dr. Ryaas Rasyid, bahwa 
Menjalankan suatu pemerintahan tidak lepas dari persoalan-
persoalan yang menuntut segera dicarikan cara pemecahannya. 
Apa bila pemerintahan dijalankan oleh pimpinan yang baik dan 
beretika, yang menganggap rakyatnya sebagai mitra, maka akan 
terjadi dialog positif untuk merumuskan sesuatu sekaligus 
memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Perundingan dan 
dialog antara pemerintah dengan rakyatnya harus terus 
berlangsung dengan baik40. 
6.1. Partisipasi Pedagang Urban Dalam Pelaksanaan Program-
Program Pemerintah di KecamatanTamalanrea Kota 
Makassar  
 
a. Program MakassarTA’ Tidak Rantasa’ (MTR) 
 
 Adalah Program baru yang diterapkan di Kota Makassar oleh 
Walikota  dan wakil Walikota Makassar (Ir. H. Moh. Ramdhan 
Pomanto dan DR. Syamsu Rizal MI, S.Sos.,M.Si) Program Ini 
adalah Program MakassarTA’ Tidak rantasa (MTR), Program ini 
meliputi, kebersihan Kota dan Kebersihan Instansi-Instansi 
Pemerintah seperti, bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.  
 
_____________________ 
40Kristin Samah, M. Ryaas Rasyid Penjaga Hati Nurani Pemerintahan. Pusat Kajian Etika Politik 
dan Pemerintahan (PUSKAPI) dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Jakarta, 2001. 
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Dimana wujud dari program ini adalah kepedulian terhadap 
kebersihan Lingkungan dan Kebersihan Hati. 
 Adapun Hasil wawancara dengan Beberapa Informan 
Pedagang Urban Terkait Program MakssarTA’ Tidak Rantasa’ 
(MTR): 
 Haeruddin, 27 Tahun, Berasal dari Kabupaten Gowa, 
Penjual Bahan Material (Batu Merah), Lokasi Berjualan depan pintu 
2 Unhas,  jalan Perintis Kemerdekaan, Mengatakan : 
“ Saya belum pernah mendengar tentang program MakassarTa’ 
Tidak Rantasa’ (MTR), hanya biasa ada petugas dari SATPOL-PP 
yang datang mengingatkan untuk menjaga kebersihan dan 
mengingatkan lokasi-lokasi yang dilarang digunakan untuk 
berjualan, tapi kalau ada program seperti itu saya sangat 
mendukung” 
 
(Sumber Informan: Haeruddin, 27 Tahun, Berasal Dari Kabupaten Gowa, 
Penjual Bahan Material (Batu Merah), Lokasi Berjualan depan pintu 2 
Unhas,  jalan Perintis Kemerdekaan, Senin, 16 Juni 2014). 
 
 Sedangkan Daeng Liwang, 52 Tahun, Berasal dari 
Kabupaten Gowa, Penjual Bahan Material (Pasir), lokasi Berjualan 
Depan Dinas Kesehatan Kota Makassar, Jalan Perintis 
Kemerdekaan, mengatakan: 
“Saya Mengenal program MakassarTA’ Tidak Rantasa’ (MTR) itu 
dari baliho-baliho yang terpasang di sekitar jalan raya di kota 
Makassar, program itu sangat bagus apalagi demi mewujudkan 
Kota Makassar yang tidak rantasa”. 
 
(Sumber Informan: Daeng Liwang, 52 Tahun, Berasal dari Kabupaten 
Gowa, Penjual Bahan Material (Pasir), lokasi Berjualan Depan Dinas 
Kesehatan Kota Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan, Senin, 16 Juni 
2014). 
 
 Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, ternyata 
hanya beberapa Pedagang Urban saja, yanag sudah mengenal 
 91 
 
dan mengetahui Program MakassarTA’ Tidaka Rantasa’ (MTR), 
sisanya masih banyak pedagang urban yang sama sekali belum 
mengenal dan mengetahui Program MakassarTA’ Tidaka Rantasa’ 
(MTR) tersebut 
  Ipul, 30 Tahun, Berasal dari Kabupaten Gowa yang 
berjualan Buah-Buahan, di Pinggir Jalan Poros Bumi Tamalanrea 
Permai (BTP), Mengatakan: 
“Saya Belum Pernah mendengar tentang program MakassarTA’ 
Tidak Rantasa’ (MTR), tapi kalau ada program seperti itu, dari 
pemerintah, saya sangat mendukung sekali, memang pernah dari 
Pemerintah Kecamatan Tamalanrea datang ke tempatku, tapi 
itupun hanya mengingatkan tentang menjaga kebersihan tempat 
berjualan dan sekitar tempat berjualanku”.  
 
(Sumber Informan: Ipul, 30 Tahun, Dari Kabupaten Gowa, Pedagang 
Buah-Buahan, di Pinggir Jalan Poros Bumi Tamalanrea Permai (BTP) 
Senin, 16 Juni 2014) 
 
  Dari hasil Observasi yang dilakukan oleh peneliti di Wilayah 
Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, memang masih banyak 
Pedagang urban yang belum mengetahui program MakassarTA’ 
Tidak Rantasa’ (MTR), Mengingat Program MakassarTA’ Tidak 
Rantasa’ (MTR) adalah program baru dari Pemerintah Kota 
Makassar, Jadi Sosialisasinya masih kurang  sehingga masih 
banyak warga kota makassar dan orang-orang yang datang di Kota 
Makassar khususnya bagi Para Pedagang Urban di Kecamatan 
Tamalanrea yang belum mengetahui tentang Program tersebut, 
namun meskipun begitu mereka sangat antusias dan mendukung 
kehadiran Program MakassarTA’ Tidak Rantasa’ (MTR) itu. 
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b. Program Pembinaan Dan Penataan Pedagang Urban 
diKecamatan Tamalanrea Kota Makassar 
 
 Partisipasi Pedagang Urban di wilayah Kecamatan 
Tamalanrea dalam program pembinaan dan penataan dapat dilihat 
dari pengetahuan dan keterlibatan langsung Pedagang Urban ini 
dalam program-program pembinaan yang di berikan oleh 
Pemerintah Kota Makassar dan khususnya dari Pemerintah 
Kecamatan Tamalanrea. 
 Berikut hasil wawancara dengan beberapa pedagang urban 
terkait Program Pembinaan Dan Penataan Pedagang Urban 
diKecamatan Tamalanrea:  
Abidin, 50 Tahun, Penjual Jas, berasal dari Kota Makassar (Pasar 
Sentral Kota Makassar), Lokasi Berjualan di Jalan Perintis 
Kemerdekaan, Mengatakan: 
“saya sudah lama berjualan jas, sekitar 10 tahun di pasar Sentral 
Makssar, tapi  untuk di Kecamatan Tamalanrea saya baru sekitar 
1 tahun, saya juga sudah pernah dapatkan sosialisasi Lokasi yang 
dilarang dan diperbolehkan untuk berjualan di wilayah Kecamatan 
Tamalanrea dari pemerintah Kecamatan Tamalanrea dan juga 
dari SATPOL-PP Kota Makassar, saya sangat mendukung 
program-program pembinaan Pedagang Urban yang dilakukan 
oleh Pemerintah Kota Makassar”. 
 
(Sumber Informan: Abidin, 50 Tahun, Penjual Jas, berasal dari Kota 
Makassar (Pasar Sentral Kota Makassar), Lokasi Berjualan di Jalan 
Perintis Kemerdekaan, Senin, 16 Juni 2014) 
 
Sedangkan Amir, 45 Tahun, Pedagang Telur, Berasal dari 
Kabupaten Maros, Lokasi berjualan di Jalan Perintis Kemerdekaan, 
Mengatakan: 
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“Saya berjualan disini sejak tahun 2013 dan saya sudah sering di 
data dari Pihak Kecamatan Tamalanrea untuk ikut kegiatan 
pembinaan Pedagang Kaki Urban (Lima), dan saya sering hadir 
dalam pertemuan itu, dan saya sangat mendukung penuh 
program pembinaan pedagang urban dari pemerintah kecamatan 
tamalanrea” 
 
(Sumber Informan:  Sedangkan Amir, 45 Tahun, Pedagang Telur, Berasal 
dari Kabupaten Maros, Lokasi berjualan di Jalan Perintis Kemerdekaan, 
Senin, 16 Juni 2014) 
 
 Dari Observasi yang dilakukan oleh peneliti dan apa yang 
telah di kemukakan oleh Para Pedagang Urban di 
KecamtanTamalanrea, terkait program Pembinaan dan Penataan 
yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan bekerjasama dengan 
Pemerintah Kota Makassar, ternyata Pengetahuan Pedagang 
Urban tentang Program ini sangat tinggi, namun partisipasi 
Pedagang Urban dalam Program ini masih kurang, sehingga 
dampaknya bagi para pedagang urban itu sendiri belum dirasakan 
namun, para para Pedagang urban sangat mendukung Positif 
Program ini, dan juga membuktikan Bahwa Pemerintah Kecamatan 
Tamalanrea bekerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar harus 
lebih mensosialisasikan lagi manfaat dan keuntungan mengikuti 
pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan keterampilan kerja kepada 
para pedagang  urban. 
c. Program LISA (Lihat Sampah Ambil) 
 Adalah Program baru yang diterapkan di Kota Makassar oleh 
Walikota Makassar dan wakil Walikota Makassar (Ir. H. Moh. 
Ramdhan Pomanto dan DR. Syamsu Rizal MI, S.Sos.,M.Si) hampir 
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sama dengan Program MakassarTA’ Tidak rantasa (MTR), 
Program LISA (Lihat Sampah Ambil) ini meliputi kebersihan dan 
keindahan Kota Makssar, yang membedakan dengan Program 
MakassarTA’ Tidak Rantasa’ (MTR) Karena,  Program ini 
mewajibkan kepada seluruh warga kota Makassar dan Orang-orang 
yang datang di Kota Makassar ketika melihat sampah diharapkan 
untuk diambil lalu dibuang ketampat sampah atau tempat-tempat 
yang sudah disediakan. 
 Persoalan sampah di Kota Makassar, sesungguhnya 
merupakan persoalan panjang dan berliku. Unutk mengatasinya tak 
semudah membalik telapak tangan. Disini yang dibutuhkan adalah 
kesadaran masyarakat, untuk membuang sampah pada tempatnya, 
serta yang tak kalah pentingnya ialah menerapkan dengan 
sungguh-sungguh  aturan yang didalamnya mencakup sanksi bagi 
warga kota Makassar dan orang-orang yang datang melakukan 
segala aktifitas atau pekerjaan di kota Makassar yang membuang 
sampah pada tempatnya41. 
 Secara umum, Sampah dapat berasal dari berbagai sumber: 
a. Hasil kagiatan rumah tangga, 
b. Hasil kegiatan industry/pabrik, 
c. Hasil kegiatan pertanian, 
 
______________________ 
41 Koran Makassar Info. Spirit Pelayanan Informasi Publik. Nomor 106 Edisi VI Tahun 
2014. Makassar. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. 
 95 
 
d. Hasil kegiatan perdagangan, 
e. Hasil kegiatan pembangunan dan, 
f. Jalan raya 
 Dilihat dari klasifikasinya, sampah untuk setiap Negara tidak 
selamanya sama, bahkan antar daerah dalam suatu Negara 
bervariasi.  
 Sedangkan dari segi  lokasinya sampah dapat digolongkan 
kedalam jenis: 
a. Sampah kota 
b. Sampah yang berasal dari kota42 
 Berikut hasil wawancara dengan pedagang urban yang 
berada dalam wilayah Kecamatan Tamalanrea mengenai Program 
LISA:  
“Hj. Anni, 50 Tahun, Penjual Roti Mantao, Berasal dari Kabupaten 
Maros, Lokasi Berjualan di Jalan Perintis Kemerdekaan, 
Mengatakan: 
 
“Saya  sudah 1 Tahun lebih berjualan disini dan saya belum 
pernah mendengar Program LISA (Lihat Sampah Ambil), selama 
saya berjualan disini saya belum pernah mendengar program itu, 
dari Pemerintah Kecamatan Tamalanrea dan SATPOL-PP juga 
belum mengabarkan tentang Program itu, Biasa mereka datang 
itupun hanya mengingatkan jaga kebersihan dan kalau berjualan 
tetap berada Dalam Lokasi yang di perbolehkan Oleh Pemerintah 
Kecamatan Tamalanrea dan Pemerintah Kota Makassar, tapi 
kalau program itu ada saya sangat mendukung, dan kalau bisa  
 
 
_________________________ 
42 Fahisah A. Husain, Persepsi Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar 
(Community Perception Towards Waste Material Management In Makassar City) Universitas 
Hasanuddin, Makassar,  2003. 
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disosialisasikan dari sekarang supaya kita para Pedagang Urban 
mengetahui Program itu”. 
(Sumber Informan: Hj. Anni, 50 Tahun, Penjual Roti Mantao, Berasal dari 
Kabupaten Maros, Lokasi Berjualan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Senin 
16 Juni 2014) 
 
 Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat 
disimpulkan bahwa Program LISA (Lihat Sampah Ambil) itu belum 
tersosialisasikan dengan baik sehingga para pedagang urban 
khususnya yang berada dalam wilayah Kecamatan Tamalanrea 
belum  mengetahui maksud dan tujuan dari program LISA tersebut. 
 
d. Penertiban Pedagang Urban di Lokasi Yang Dilarang Untuk 
Berjualan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar 
 
 Partisipasi Pedgang Urban terhadap Program ini dapat 
dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari Program Penertiban itu 
sendiri. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ada 
beberpa lokasi yang dilarang oleh Para Pedgang Urban untuk 
berjualan di Kecamatan Tamalanrea antara lain, Dilarang berjualan 
diatas Bahu/Badan jalan (Sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan) 
yaitu mulai dari M’Tos (Makassar Town Square) sampai dengan 
Sekitar Ruas Jalan Kawasan Industri Makassar (KIMA), Dilarang 
berjualan diatas Bahu/Badan  Jalan Poros Bumi Tamalanrea 
Permai (BTP), Sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan yang masuk 
dalam wilayah Kecamatan Tamalanrea yang dilarang  menjadi 
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tempat berhenti/parkir Kendaraan, Sekitar Ruas Jalan Tol Ir. Sutami 
(Kelurahan Bira dan Kelurahan Parangloe). 
 Ada beberapa kali Aksi Penolakan Penertiban Lokasi 
Berjualan Yang dilakukan oleh Pedagang Urban di Wilayah 
Kecamatan Tamalanrea, yang tercatat dalam data Pemerintah 
Kecamatan Tamalanrea, Aksi Penolakan Penertiban Lokasi 
Berjualan Pedagang Urban yang berujung bentrok antara 
pedagang urban dan pihak pemerintah kota makassar, antara lain,  
Aksi Pedagang Urban di Jalan Perintis Kemerdekaan (Depan Pintu 
2 Kampus UNHAS) dengan Pemerintah Kecamatan Tamalanrea 
Tahun 2013, Penertiban Lokasi Berjualan Pedagang Urban Jalan 
Poros Bumi Tamalanrea Permai dengan Pemerintah Kecamatan 
Tamalanrea dan SATPOL PP Kota Makassar, Tahun  2013. 
 Menurut Abd. Rahim selaku Kepala Bidang Ketertiban dan 
Ketentraman Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, 
mengatakan: 
“Ada beberapa Pedagang Urban yang masih sangat sulit diatur 
walaupun sudah diberikan, teguran, surat peringatan dan sanksi 
namun masih ada saja para pedagang urban ini yang nakal, dan 
masih menggunakan lokasi-lokasi yang dilarang berjualan oleh 
Pemerintah Kecamatan Tsamalanrea, Kami berencana akan 
mengambil langkah tegas jika pedagang urban ini masih ada 
yang nakal dan sulit diatur”. 
(Sumber Informan:  Abd. Rahim selaku Kepala Bidang Ketertiban dan 
Ketentraman Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar) 
 
 Ada berbagai usaha yang dilakukan oleh SATPOL-PP Kota 
Makassar dan Pemerintah Kecamatan Tamalanrea untuk 
menimbulkan efek jera bagi para pedagang Urban yang nakal baik 
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Berupa Teguran secara lisan dan tertulis bahkan penyitaan barang 
namun masih ada saja para pedagang urban yang tetap berjualan 
di lokasi yang dilarang oleh Pemerintah Kecamatan Tamalanrea. 
 Menurut Rahim, 35 Tahun, Berasal dari Kabupaten Gowa 
yang berjualan Buah-Buahan, di Pinggir Jalan Perintis 
Kemerdekaan, Mengatakan: 
“Memang biasa ada dari pihak Pemerintah kota yang datang 
melarang berjualan disini Karena katanya Lokasi Ini dilarang 
untuk berjualan karena menimbulkan kemacetan, Namun 
Keuntungan Berjualan, di lokasi yang dilarang ini sangat besar 
dibandingkan ditempat-tempat lain jadi saya terpaksa, tetap 
berjualan disini dari pada saya harus pindah dan belum tentu 
dapat hasil yang baik apalagi kita juga tetap membayar retribusi 
harian ke pemerintah kota dan biasa juga ada dari oknum 
tertentu yang minta retribusi yang lain, tapi itu bukan dari pihak 
pemerintah”.  
(Sumber Informan: Rahim, 30 Tahun, Dari Kabupaten Gowa, Pedagang 
Buah-Buahan, di Pinggir Jalan Perintis Kemerdekaan, Senin, 16 Juni 
2014). 
 
 Dari observasi yang dilakukan oleh penulis, disimpulkan bahwa 
Masih Banyak Pedagang Urban yang Tetap Nekat dan Secara 
sengaja menjualkan barang dagangannya dilokasi yang dilarang 
berjualan Oleh Pemerintah Kota Makassar dan Kecamatan 
tamalanrea, Dengan Alasan, Adanya Tuntutan Hidup yang Layak 
dan ekonomi yang selalu menghimpit membuat mereka tetap 
berjualan dilokasi yang dilarang dan tanpa rasa takut jika sewaktu-
waktu mereka terkena sanksi dari Pemerintah Kota Makassar, dan 
ini juga disebabkan kurangngya pengawasan secara rutin dan 
solusi yang pasti dari pihak Pemerintah Kota Makassar. 
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7.1. Peran Masyarakat Dalam Mendukung Pelaksanaan Program-
Program Pemerintah dalam Penataan Pedagang Urban di 
KecamatanTamalanrea Kota Makassar  
 
Masyarakat Kecamatan Tamalanrea sangat mendukung 
program-program dari Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah 
Kecamatan Tamalanrea dalam penataan pedagang urban di 
kecamatan tamalanrea bahkan masyarakat tamalanrea siap 
mendukung dan memmbantu menyuskseskan program-program 
tersebut. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh H. Unding, 50 Tahun, 
Tokoh Masyarakat Kecamatan Tamalanrea :  
“saya sangat mendukung sekali program-program dari pemkot 
makassar dan khususnya dari pemerintah kecamatan tamalanrea 
terutama dalam hal penataan pedagang urban, bahkan saya siap 
membantu mensosialisasikan program-program tersebut”.  
(Sumber Informan: H.Unding, 50 Tahun, Pekerjaan PNS, Tokoh 
Masyarakat Kecamatan Tamalanrea, Minggu, 29 Juni 2014 ) 
 
 Begitu pun juga yang dikemukakan oleh Yusran, 27 Tahun, 
Tokoh Pemuda Kecamatan Tamalanrea:  
“Semua Program-program yang dibuat dan dikeluarkan oleh 
pemerintah kota Makassar dan kecamatan tamalanrea untuk 
penataan pedagang urban itu sangat baik bahkan memberi 
dampak yang positif bagi pedagang urban dan warga tamalanrea, 
intinya kalau memamng programnya baik dan bagus serta 
mamberi manfaat bagi warga tamalanrea, saya sangat 
mendukung penuh program itu” 
(Sumber Informan: Yusran, 27 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Tokoh 
Pemuda Kecamatan Tamalanrea, Minggu, 29 Juni 2014 ) 
 
Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, penulis 
dapat menyimpulkan bahwa peran dan partisipasi masyarakat 
kecamatan tamaanrea dalam mendukung program-program dari 
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pemerintah kota Makassar dan kecamatan tamalanrea dalam 
penataan pedagang urban di kecamatan tamalanrea sangat tinggi 
bahkan mereka siap membantu mensosialisasikan program-
program dari pemerintah tersebut ke warga tamalanrea dan 
khususnya ke pedagang urban yang melakukan aktifitas berjualan 
di kecamatan tamalanrea. 
 
8.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program 
Pemerintah Kota Dan kecamatan Tamalanrea Dalam Penataan 
Pedagang Urban di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar 
 
Terciptanya Program-Program Pemerintah Kota Makassar 
dan Pemerintah Kecamatan Tamalanrea dalam hal penataan 
Pedagang Urban merupakan amanat dari Peraturan Menteri Nomor 
41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan 
Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 
Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Kotamadya 
Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Kehadiran Program-Program 
dalam Hal Penataan Pedagang Urban merupakan kerja nyata dari 
Pemerintah Kota Makassar dan Kecamatan Tamalanrea untuk 
menciptakan kesejahteraan masyarakat dan demi terciptanya Kota 
Makassar dan Khsusnya Kecamatan Tamalanrea Yang bersih dan 
Nyaman. 
a. Faktor Ekonomi 
Dalam pelaksanaan setiap program yang di keluarkan oleh 
pemerintah Kota Makassar dan Kecamatan Tamalanrea Factor 
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ekonomi merupakan factor yang mempunyai pengaruh yang sangat 
besar terkait kehadiran mereka dalam melakukan kegiatan 
berjualan di wilayah Kecamatan Tamalanrea. 
Menurut Muhammad Yarman AP selaku Camat Tamalanrea, 
mengatakan bahwa: 
  
“kehadiran para Pedagang Urban di Tamalanrea tidak terlepas 
dari pengaruh besar factor ekonomi, dimana mereka menganggap 
bahwa kecamatan Tamalanrea adalah lahan yang sangat 
menjanjikan dan menguntungkan untuk berjualan, bahkan dengan 
alasan mempertahankan kehidupan ada beberapa pedagang 
urban yang tetap rela dan nekat berjualan di lokasi yang dilarang  
oleh pemerintah Kota Makassar, meskipun begitu kami dari 
pemerintah kecamatan Tamalanrea tetap mengawasi dan 
mengingatkan mereka untuk menempati lokasi-lokasi yang layak 
dan baik digunakan untuk berjualan ” 
(Sumber Informan: Muhammad Yarman AP selaku Camat 
Tamalanrea, Selasa, 24 Juni 2014). 
 
Dari Hasil Observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka 
dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi merupakan pengaruh 
yang cukup besar, dari kehadiran para Pedagang Urban di 
Kecamatan Tamalanrea  dimana kehadiran para Pedagang Urban 
ini mempunyai maksud dan tujuan untuk mendapatakan hasil yang 
lebih baik, lebih banyak, dan menguntungkan bagi Pedagang 
Urban itu sendiri. 
b. Faktor Kualitas Sumber Daya Manusia 
Faktor kualitas Sumber Daya Manusia adalah salah satu 
factor penting dari kehadiran para Pedagang Urban di Kecamatan 
Tamalanrea, dimana masih banyaknya Pedagang Urban, yang 
belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang 
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pekerjaan lain selain menjadi Pedagang Urban Terutama dalam 
segi pendidikan yang dimana para Pedagang Urban di Kecamatan 
Tamalanrea ini adalah Tamatan SMP dan SMA sehingga banyak 
yang menganggur, dan pengangguran inilah yang menjadikan 
Pedagang Urban sebagai Profesi Baru bagi mereka. 
Menurut Muhammad Yarman AP, selaku Camat Tamalanrea 
mengatakan bahwa:  
“memang masih ada beberapa Pedagang Urban yan datang 
berjualan di Kecamatan Tamalanrea, yang tidak memiliki 
kemampuan atau keterampilan untuk pekerjaan lain selain 
menjadi Pedagang Urban, dan kami dari Pemerintah Kecamatan 
Tamalanrea bekerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar 
melakukan Program Pembinaan untuk mereka supaya diharapkan 
dari program pembinaan ini, para Pedagang Urban mempunyai 
kemampuan dan keterampilan untuk mendapatkan atau 
menciptakan pekerjaan lain selain menjadi Pedagang Urban”.  
(Sumber Informan: Muhammad Yarman AP selaku Camat 
Tamalanrea, Selasa, 24 Juni 2014). 
 
Disinilah peran penting dari pemerintah Kota Makassar dan 
Pemerintah Kecamatan Tamalanrea untuk melakukan pembinaan 
yang baik kepada para Pedagang Urban di Kecamatan Tamalanrea 
agar para Pedagang Urban ini mendapatkan kemampuan dan 
keterampilan untuk mendapatkan bahkan menciptakan lapangan 
kerja baru yang tentunya yang dapat menguntungkan bagi mereka, 
dimama peran Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah 
Kecamatan Tamalanrea, sebagi wujud dari Tugas Pokok Nasional. 
Adapun empat Tugas Pokok Naisonal yaitu: 
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
Tumpah darah Indonesia 
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2. Memajukan Kesejahteraan Umum 
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial43. 
c. Faktor Koordinasi Antar Instansi Pemerintah 
Faktor Koordinasi Dengan Instansi Terkait adalah salah satu 
factor penting dalam hal penaatan Pedagang Urban Di Kecamatan 
Tamalanrea Kota Makassar, dimana diharapkan agar koordinasi 
antar isntansi terkait dpat berjalan secara baik dan secara 
harmonis. 
Dalam hal koordinasi untuk program yang dikeluarkan oleh 
SATPOL – PP Kota Makassar misalnya melakukan kerjasama 
dengan Pemerintah Kecamatan Tamalanrea dalam hal Penataan 
Pedagang Urban di Kecamatan Tamalanrea, 
Seperti yang dikemukkan oleh Abd. Rahim Selaku Kepala 
Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum Satuan Polisi Pamong 
Praja Kota Makassar, mengatakan: 
“untuk mendukung dan mensukseskan Program-program 
Pemerintah Kota Makassar dalam hal penataan dan penertiban 
Pedagang urban khususnya di Kecamatan Tamalanrea kami 
selalu berkoordinasi dengan Camat Tamalanrea, termasuk 
Program kami dalam hal penertiban lokasi-lokasi atau titik-titik 
yang dilarang menjadi Lokasi berjualan”.  
(Sumber Informan: Abd. Rahim Selaku Kepala Bidang Ketertiban dan 
Ketentraman Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, Jum’at, 
20 Juni 2014). 
________________________ 
43K. Suhendra, Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat. PT. Alfabeta, Bandung, 
2006. 
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Begitupun juga yang dikemukakan oleh Muhammad Yarman 
AP, selaku Camat Tamalanrea Kota Makassar, mengatakan: 
“Setiap program dalam hal Pembinaan dan penataan Pedagang 
Urban di wilayah Tamalanrea, kami tetap koordinasikan dulu 
dengan Pemerintah Kota Makassar, begitupun sebaliknya Kalau 
Pemerintah Kota Makassar mempunyai program yang mau 
diterapkan diwilayah kami, Pemkot selalu kooordinasikan dulu ke 
Pemerintah Kecamatan Tamalanrea, seperti  Program 
MakassarTA Tidak Rantasa’ (MTR) dan Program LISA (Lihat 
Sampah Ambil) yang diterapkan di seluruh Kecamatan di Kota 
Makassar, Pemkot turun langsung koordinasikan program ini 
dengan kami”.  
(Sumber Informan: Muhammad Yarman AP selaku Camat 
Tamalanrea, Selasa, 24 Juni 2014). 
 
Berdasarkan hasil Wawancara yang dilakukan, maka Peneliti 
dapat menyimpulkan bahwa Koordinasi yang dilakukan oleh setiap 
Instansi Pemerintah untuk melaksanakan program – program 
dalam  
hal Penataan Pedagang Urban Khususnya di Wilayah Kecamatan 
Tamalanrea itu berjalan sangat baik , namun program yang baik ini 
tidak dibarengi dengan Partisipasi Pedagang Urban dalam Program 
tersebut karena terbukti dilapangan masih ada pedagang urban 
yang menempati Lokasi yang dilarang untuk berjualan. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada Bab IV yang Menyajikan hasil 
peneltian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 
1. Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota 
Makassar dan pemerintah Kecamatan Tamalanrea bekerjasama 
dengan instansi pemerintahan yang terkait dalam hal penataan 
pedagang urban di wilayah kecamatan tamalanrea belum mampu 
secara maksimal untuk mengatasi permasalahan dalam hal 
penataan dan pembinaan pedagang urban di kecamatan 
Tamalanrea . 
2. Program yang dibuat oleh pemerintah kota Makassar dan 
pemerintah kecamatan tamalanrea bekerjasama dengan instansi 
pemerintahan yang terkait dalam hal Penataan Pedagang Urban di 
Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar sangat baik, namun masih 
ada beberapa Program yang belum tersosialisasikan dengan baik, 
sehingga masih ada beberapa Pedagang urban yang belum 
mengetahui program-program tersebut dan masih ada yang 
menempati lokasi-lokasi yang dilarang untuk berjualan di 
Keacamatan Tamalanrea.  
3. Ada tiga factor yang mempengaruhi terlaksananya program-
program yang dibuat oleh pemerintah kota Makassar dan 
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pemerintah kecamatan tamalanrea beserta program dari instansi 
pemerintahan yang terkait dalam Penataan Pedagang urban 
Dikecamatan Tamalanrea yaitu, (1) Faktor Ekonomi, dimana Faktor 
Ekonomi mempunyai pengaruh yang cukup besar dari semakin 
banyaknya Pedagang Urban yang berjualan di Kecamatan 
Tamalanrea termasuk dalam hal Kelangsungan Kehidupan 
Pedagang Urban, (2) Faktor Kualitas Sumber Daya Manusia 
menjadi salah satu faktor penting dari kehadiran para Pedagang 
Urban di Kecamatan Tamalanrea, dimana masih banyaknya 
Pedagang Urban, yang belum mempunyai pengetahuan dan 
keterampilan tentang pekerjaan lain selain menjadi Pedagang 
Urban. (3) Faktor Koordinasi Dengan Instansi Terkait diharapkan 
dapat bekerjasama dan saling mendukung,  terutama program 
pembinaan dan penataan letak, tempat atau lokasi yang layak 
digunakan berjualan unutk para Pedagang Urban di Kecamatan 
Tamalanrea Kota Makassar. 
5.2. Saran 
1. Setiap Program yang dibuat oleh Pemerintah dalam Penataan 
Pedagang Urban di Keacamatan Tamalanrea Kota Makassar 
seharusnya menjadi solusi dan pemecah masalah dalam kehadiran 
Pedagang Urban terutama dalam hal Pembinaan dan Penataan 
Lokasi, Letak, dan Tempat berjualan yang dilarang dan 
diperbolehkan untuk berjualan, dimana diharapkan dari program 
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tersebut ialah terciptanya Kerapihan, Keindahan, dan Kebersihan 
Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. 
2. Pemerintah Kota Makssar dan Pemerintah kecamatan tamalanrea 
beserta dinas-dinas/instansi terkait, diharapkan agar selalu 
melakukan koordinasi, agar program yang dibuat untuk penataan 
pedagang Urban di Keacamatan tamalanrea dapat tersosialisasikan 
dengan baik dan setiap dinas-dinas/instansi mampu menjalankan 
programnya secara maksimal, dan para pedagang urban dapat 
merasakan dampak positif dari program-program tersebut. 
3. Pemerintah Kota Makssar dan Pemerintah kecamatan tamalanrea 
beserta dinas/instansi yang terkait dalam Penataan pedagang 
Urban diharapkan tetap melakukan sosialiasasi lokasi-lokasi/tempat 
yang dilarang atau diperbolehkan untuk berjualan terutama 
sosialisasi peraturan daerah tentang pembinaan dan penataan 
pedagang kaki lima (Urban) kepada seluruh pedagang urban. 
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Judul Penelitian : 
Peranan Pemerintah Kota Dalam Penataan Pedagang Urban  
di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar 
Pedoman Wawancara (Interview Quide/ Kepada Key Informal ) Key Informal : 
1. Walikota Makassar 
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
3. Kepala DinasTata Ruang Kota Makassar 
4. KepalaSatuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar 
5. Camat Tamalanrea 
6. Tokoh Masyarakat KecamatanTamalanrea 
7. Pedagang Urban KecamatanTamalanrea 
 
Fokus I : Peranan Pemerintah Kota Makassar 
(WALIKOTA MAKASSAR) 
1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah kota Makassar dalam 
pengelolaan sektor informal khususnya pedagang urban di kecamatan 
tamalanrea 
2. Langkah-langkah apa saja yang di tempuh pemerintah kota Makassar 
terhadap penataan Pedagang Urban di kecamatan tamalanrea 
3. Bagaimana mekanisme penataan pedagang urban dikecamatan 
tamalanrea kota Makassar. 
4. Bagaimana hubungan antara Dinas-Dinas yang terkait dalam 
hubungannya dengan penataan pedagang urban di kecamatan 
tamalanrea kota makassar. 
  
5. Bagaimana peran serta pedagang kaki lima/pedagang urban di 
kecamatan tamalanrea dalam kaitannya dengan peraturan Peraturan 
daerah Kota Makassar Nomor 10 tahun 1990 
 
Fokus II: Kebijakan Strategis Dalam Penataan Pedagang Urban 
diKecamatan Tamalanrea. 
1. Langkah-langkah apa saja yang di lakukan pemerintah kota Makassar 
terhadap Penataan Pedagang Urban di kota Makassar khususnya 
dikecamatan tamalanrea. 
2. Bagaimana upaya pemerintah tata ruang kota dalam Penataan Pedagang 
Urban di kota Makassar khususnya di kecamatan tamalanrea. 
3. Apakah aparat pemerintah kota Makassar dapat memberikan suatu 
kepastian hukum terhadap Pedagang Urban diKecamatan Tamalanrea 
kota Makassar. 
4. Pendekatan apa sajakah yang dilakukan oleh aparat pemerintah kota 
Makassar terhadap Penataan Pedagang Urban di kecamatan Tamalanrea 
Kota Makassar. 
5. Kelompok-kelompok usaha apa sajakah yang dimaksud dalam Pedagang 
Urban di kecamatan tamlanrea kota makassar 
6. Bagaimana usaha yang di lakukan pemkot agar Pedagang Urban bisa 
dapat berpartisipasi dalam pembangunan kota di kecamatan tamalanrea 
kota Makassar. 
7. Bagaimana peran serta Pedaang Urban dalam mewujudkan 
pembangunan berkelanjutan di kecamatan tamalanrea kota Makassar. 
 
(CAMAT TAMALANREA) 
Pertanyaan : 
  
1. Bagaimana kebijakan pemerintah kota Makassar terhadap 
PenataanPedagang urban dikecamatan tamalanrea.Kota Makassar ? 
2. Hal apa-apa saja yang telah dilakukan pemerintah kota dan khususnya 
pemerintah kecamatan, dalam menata khususnya menata lokasi 
berjualan bagi Pedagang urban di kecamatan tamalanrea,  
3. Bagaimana upaya pemerintah kota Makassar dan pemerintah kecamatan 
dalam penataan Pedagang urban di kecamatan tamalanrea.? 
4. Apakah pemerintah kota Makassar, pemerintah tata ruang kota, 
pemerintah kecamatan, telah memberikan/menyediakan fasilitas (tempat, 
pendukung sarana dalam berjualan) kepada Pedagang Urban 
dikecamatan tamalanrea.? 
5. Apakah pemerintah kota Makassar telah menyiapakan lokasi khusus 
aktifitas berjualan, yang baik dan layak serta aman bagi Pedagang Urban 
jika sewaktu-waktu terjadi relokasi bagi Pedagang Urban dikecamatan 
tamalanrea? 
6. Bagaimana peran pemerintah kota Makassar terhadap penataan ruang 
kota khususnya dikecamatan tamalanrea? 
7. Apa saja dampak kebijakan pemerintah kota Makassar terhadap 
penataan pedagang urban dikecamatan tamalanrea ? 
 
(KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH MAKASSAR) 
Pertanyaan : 
1. Kebijakan Apa saja yang telah dilakukan dinas pendapatan daerah dan 
dalam hal peningkatan PAD, terutama dengan kehadiran Pedagang Urban 
dikecamatan tamalanrea kota Makassar, khususnya dalam hal membayar 
retribusi dan pajak.? 
  
2. Bagaimana peran Dinas pendapatan daerah dalam meningkatkan 
kontribusi pedagang urban dalam hal pemasukan pad di kota Makassar ? 
3. Upaya – upaya apa saja yang telah dilakukan dan yang akan datang untuk 
dilakukan oleh dispenda dalam meningkatkan peran kontribusi pedagang 
urban untuk meningkatkan pemasukan PAD kota Makassar ? 
4. Bagaimana peran dinas pendapatan daerah dalam meningkatkan derajat 
kehidupan pedagang urban di kecamatan tamalanrea? 
5. Apakah Dinas pendapatan daerah selalu/Pernah memberikan bimbingan 
atau penyuluhan tentang retribusi dan pajak kepada Pedagang urban di 
kota Makassar khususnya di kecamatan tamalanrea ? 
6. Apa saja dampak yang telah di capai bagi dispenda dan bagi Pedagang 
urban dalam peraturan/kebijakan membayar retribusi di kota Makassar, 
khususnya di kecamatan tamalanrea ? 
7. Bagaimana konstribusi pedagang urban di kecamatan tamalanrea 
terhadap pemasukan PAD kota Makassar ? 
8. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dinas pendaptan daerah dalam 
rangka meningkatkan peran pedagang urban untuk pemasukan PAD di 
kecamatan tamalanrea kota Makassar ? 
 
 (KEPALA DINAS TATA RUANG KOTA MAKASSAR) 
Pertanyaan : 
9. Kebijakan Apa saja yang telah dilakukan dinas tata uang terhadap 
penataan Pedagang Urban dikecamatan tamalnrea kota makassar.? 
10. Bagaimana peran Dinas tata ruang kota dalam mewujudkan kehidupan 
yang layak, khususnya penataan lokasi berjualan yang baik dan layak 
bagi pedagang urban di kecamatan tamalanrea.? 
  
11. Bagaimana peran tata ruang kota dalam mewujudkan keseimbangan 
pembangunan di kota Makassar ? 
12. Program-Program Aapa sajakah yang dikeluarkan oleh Dinas tata Ruang 
Kota dalam penataan pedagang urban di kecamatan tamalanrea ? 
13. ApakahDinas tata ruang selalu memberikan bimbingan atau penyuluhan 
kepada Pedagang urban di kota Makassar khususnya di kecamatan 
tamalanrea ? 
14. Apakah pedagang urban di kecamatan tamalanrea rajin/hadir mengikuti 
Bimbingan atau penyuluhan tersebut ? 
15. Apa saja dampak yang telah di capai bagi tata ruang dan bagi Pedagang 
urban dalam peraturan/kebijakan penataan lokasi berjualan pedagang 
urban di kota Makassar, khususnya di kecamatan tamalanrea ? 
16. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dinas tata ruang kota dalam 
penataan pedagang urban di kecamatan tamalanrea kota Makassar ? 
 
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR 
1. Kebijakan Apa saja yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja 
terhadap penataan Pedagang Urban dikecamatan tamalnrea kota 
makassar.? 
2. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan 
kehidupan yang layak, khususnya penataan lokasi berjualan yang baik 
dan layak bagi pedagang urban di kecamatan tamalanrea.? 
3. Bagaimana peran SatuanPolisi Pamong Praja dalam mewujudkan 
pembangunan kota di kota Makassar, khususnya dalam hal penataan 
lokasi berjualan pedagang urban  ? 
  
4. Kelompok-kelompok usaha apa sajakah yang dimaksud dalam Pedagang 
Urban di kecamatan tamlanrea kota makassar 
5. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja selalu memberikan bimbingan atau 
penyuluhan kepada Pedagang urban tentang Lokasi berjualan yang aman 
dan layak di kota Makassar khususnya di kecamatan tamalanrea ? 
6. Apa saja dampak yang telah di capai satuan polisi pamong praja dan 
Pedagang urban dalam peraturan/kebijakan penataan lokasi berjualan 
pedagang urban di kota Makassar, khususnya di kecamatan tamalanrea ? 
7. Bagaimana upaya  SATPOL-PP melakukan penataan para pedagang 
urban di kecamatan tamalanrea kota Makassar ? 
8. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi SATPOL-PP dalammelakukan 
penataan para pedagang urban di kecamatan tamalanrea kota Makassar 
? 
 
 
PEDAGANG URBAN KEACAMATAN TAMALANREA 
1. Apakah tempat atau lokasi berjualan anda saat ini (Kecamatan 
Tamalanrea) banyak di kunjungi dan mudah di jangkau oleh para pembeli 
? 
2. Apakah tempat berjualan/berdagang anda saat ini sudah, ditentukan oleh 
pemerintahkota /pemerintah setempat ? 
3. Apakah tempat atau berjualan lokasi berdagang anda telah mendapat izin 
dari pemerintah kota/pemerintah kecamatan ? 
4. Menurut anda tempat atau lokasi berjualan saat ini sudah strategis untuk 
berjualan ? 
  
5. Selama anda berjualan di lokasi ini, pernah kah anda di gusur atau di 
suruh pindah oleh aparat setempat ? 
6. Selama anda berjualan di lokasi ini apakah anda dimintai atau dipungut 
retribusi oleh pemerintah setempat ? 
7. Bagaimana menurut anda apakah tempat atau lokasi berjualan saat ini 
tidak merusak keindahan dan kebersihan kota ? 
8. Bagaimana menurut anda apakah tempat atau lokasi berjualan saat ini 
aman dari segala bentuk kejahatan dan tindakan kriminal ? 
9. Menurut anda apakah ada pihak-pihak lain yang melakukan pungutan, 
ditempat berjualan anda saat ini selain dari aparat pemerintah ? 
10. Menurut anda apakah pemerintah kota/kecamatan telah menyediakan 
tempat berjualan/berdagang yang cukup layak untuk anda saat ini ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
TOKOH MASYARAKAT KECAMATAN TAMALANREA 
1. Apakah Kehadiran Pedagang Urban Cukup Membantu Warga 
Tamalanrea, Terutama dalam hal Letak Lokasi berjualan ? 
2. Apakah Kehadiran Pedagang Urban Tidak Menganngu Aktifitas Warga 
Tamalanrea, Terutama dalam hal Letak Lokasi Berjualan ? 
3.  Menurut Anda, Apakah tempat berjualan pedagang urban  saat ini sudah, 
ditentukan oleh pemerintahkota /pemerintah setempat ? 
4. menurut anda apakah tempat atau lokasi berjualan Pedagang Urban, saat 
ini tidak merusak keindahan dan kebersihan kota ? 
5. Menurut anda apakah pemerintah kota/kecamatan telah menyediakan 
tempat berjualan/berdagang yang cukup layak untuk Pedagang Urban 
saat ini ? 
6. Bagaimana peran Pemerintah Kota Makassar dalam hal penataan lokasi 
berjualan yang baik dan layak bagi pedagang urban di kecamatan 
tamalanrea.? 
7. Kebijakan-kebijakan apa saja yang anda ketahui, yang telah di keluarkan 
oleh pemerintah kota Makassar dalam hal penataan pedagang urban 
dikecamatan tamalanrea ? 
8. Apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penataan 
pedagang urban diekcamatan tamalanrea memberikan dampak positif 
bagi warga tamalanrea ? 
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
